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 Pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan industri logam 

di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah merusak area 
sekitar industri dan merugikan masyarakat setempat. Kawasan kegiatan industri 

yang menyatu dengan pemukiman warga dan tidak adanya pengelolaan limbah 
hasil peleburan logam dengan benar telah mengakibatkan pencemaran limbah. 

Pencemaran limbah memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. 

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten 
Tegal Perspektif Fikih Lingkungan.  

 Penelitian ini fokus pada pencemaran lingkungan di Desa Pesarean 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan yuridis empiris. 

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dibentuknya Peraturan 

Daerah Nomor 14 tahun 2020 sebagai suatu bentuk perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam praktik 

implementasi ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi, pengelolaan 

limbah B3 dan pemulihan lahan. Namun, upaya pemulihan lahan dari kementerian 
lingkungan hidup dan pemerintah daerah belum sempurna dilaksanakan. Dalam 

fikih lingkungan mengenai implementasi Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 
yang berfokus pada penetapan suatu peraturan, hal ini sesuai dengan prinsip-

prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan yaitu pemeliharaan jiwa raga 

(ḥifẓ al-nafs), penanaman dan penghijauan lahan, memakmurkan lingkungan 

hidup, menjaga kebersihan dan kesehatan, pelestarian sumber daya alam, 
penjagaan lingkungan dari kerusakan dan penjagaan keseimbangan lingkungan. 

 

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
hidup, Fikih Lingkungan  
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

 Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Aab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṣ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ
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 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S س

 

Es 

 Syin Sy es dan ye ش 

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ….’…. koma terbalik keatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م 

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ҆ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal  

a. Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya beupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 
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  َ  Fathah A A 

  ِ  Kasrah I I 

  ِ  Damah U U 

Contoh:   ك ت ب - kataba    ي ذْه ب – yażhabu 

 su"ila – س عِل     fa’ala – ف  ع ل  

b. Vocal rangkap (diftong) 

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan Huruf Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ا يْ 

 Fathah dan wawu Au a dan u ا وْ 

Contoh:   ك يْف – kaifa     ه وْل – haula 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 
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 fathah dan alif  Ā a dan garis di ىَ  ىي  

atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di ىيِ

atas 

 dammah dan wawu Ū u dan garis di ى و

atas 

Contoh:   ق ال – qāla     قيِْل – qīla  

 yaqūlu – ي  ق وْل     ramā – ر م ى

4. Ta Marbūṭah  

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua 

a. Ta marbūṭah hidup 

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbūṭah mati 

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

c. Kalau ada suatu kata yang akhir katanya ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacn kedua itu terpisah maka ta 

marbūṭahitu ditranslitrasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 Raudah l-Atfāl روضة الأطفال 
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 al-Madīnah al-Munawwarah المدينة المنورة  

  Talhah   طلحة

 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Aab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huuf, yaitu huruf yang sama dengan 

hurufyang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  

 rabbanā - ر ب َّن ا

 nazzala – ن  زَّل  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 

 namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata ,ال

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh 

huruf syamsiyyah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 
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b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung atau hubung. 

Contoh:  

 al-rajulu – الرجال

 al-qalamu – القلم

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila 

hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh:  

Hamzah di awal  أكل Akala  

Hamzah di tengah 
 Ta;khuzūna تأخذون

Hamzah di akhir 
 an-nau’u النوّء
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MOTTO 

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi 

batas kesanggupan, karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan 

sesuai kadar kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah: 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Lingkungan merupakan alat dimana organisme bertahan hidup atau saling 

terkait dengan keberadaan mereka. Lingkungan sangat mempengaruhi 

kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh 

lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan menjadi bagian terpenting dalam 

kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan yang 

sehat dan aman adalah anugerah Tuhan bagi semua hamba-Nya. Lingkungan 

yang sehat dan aman adalah suatu hal mutlak yang dikaruniakan untuk 

dinikmati. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pada sifat lingkungan 

baik yang alami maupun yang disebabkan oleh aktivitas kehidupan. Sangatlah 

ironis, ketika hubungan antara manusia dan lingkungan tidak sehat. Adapun 

permasalahan lingkungan seperti dinamika dunia, semakin lama akan semakin 

kompleks, semakin besar masalahnya, bukan lagi hanya masalah lokal seperti 

negara tetangga, tetapi masalah regional, nasional atau bahkan mencapai 

multinasional. Dampak dari masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu 

aspek saja, tetapi saling terkait sesuai dengan sifat lingkungan yang saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya.1 

Faktor penting terjadinya masalah lingkungan adalah besarnya populasi 

manusia atau laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat 

pesat akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang mana menjadi 

 
1 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia Cetakan I (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8. 
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tantangan untuk diatasi dengan pembangunan maupun industrilisasi. 

Pembangunan merupakan suatu hal yang dilakukan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah untuk menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara.  

Industri Indonesia saat ini semakin berkembang dan sektor industri 

memegang peranan yang strategis dan penting dalam mencapai tujuan 

pembangunan. Sektor industri juga menghadapi tantangan, yaitu kegiatan 

industri yang berdampak pada masalah lingkungan dan proses pembangunan 

yang berkelanjutan. Saat ini terdapat pertanyaan dan opini mengenai terjadinya 

degradasi lingkungan di sekitar kawasan industri, klaim dan konflik antara 

pihak industri dan masyarakat terkait dengan kesenjangan kesejahteraan dan 

potensi pencemaran lingkungan baik cair, gas/udara, padatan akibat aktivitas 

industri.2 Pembangunan dan perindustrian selain berdampak pada 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan industri juga 

dapat menimbulkan masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup akan 

terus muncul secara serius jika penduduk bumi tidak memikirkan dan 

mengusahakan keselamatan terhadap lingkungan. Masalah lingkungan datang 

dalam dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.3  

Ada kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan yaitu 

pencemaran air, tanah, udara, kerusakan hutan dan lahan, perusakan ekosistem 

laut dan adanya masalah berbahaya dan beracun (B3). Beberapa fenomena 

kerusakan lingkungan di Indonesia tampaknya tidak ada habisnya dan 

 
2 Fatah Sulaiman, Strategi Pengelolaan Kawasan Industri Berkelanjutan (Jakarta: Untirta 

Press, 2016), hlm 2-6. 
3 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2014), hlm. 1. 
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meningkat dari tahun ke tahun dengan industrilisasi sebagai yang utama. Studi 

WALHI menemukan bahwa 159 juta hektar lahan telah dipetakan dalam izin 

investasi industri ekstraktif. Indonesia kehilangan 680.000 hektar hutan setiap 

tahun, yang mana merupakan terbesar di region asia tenggara. Setidaknya 

selama 20 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, terjadi deforestasi atau 

penebangan hutan seluas 663.443 hektar di Papua, 71% diantaranya terjadi 

antara tahun 2011 hingga 2019. Dengan dampak defortasi yang begitu masif, 

tidak heran jika BNPB mencatat 2.925 bencana alam sepanjang tahun 2020, di 

antaranya banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan 

gelombang panas.4 

Selain menghasilkan produk yang bermanfaat, industrilisasi juga 

menghasilkan limbah yang jika dibuang ke lingkungan dapat mengancam 

ekosistem lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Umumnya, limbah 

belum atau bahkan tidak diolah sebelum masuk ke lingkungan lain. Berbagai 

aktivitas industri dan teknologi yang ada saat ini, jika disertai dengan 

pengelolaan limbah yang baik, akan memungkinkan terjadinya pencemaran air 

dan tanah. Secara khusus, industrilisasi di Indonesia mampu mengubah 

kegiatan ekonomi yang sebelumnya bertumpu pada sektor pertanian menjadi 

sektor industri.5  

Berbagai kasus pencemaran lingkungan juga muncul hampir di setiap 

daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan 

 
4 Walhi, “Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global”, 

www.walhi.or.id., diakses 12 Agustus 2022. 
5 Ullyl Vaizatul, “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah 

Industri Perspektif Fiqh Siyasah”, Jurnal Al-Balad, Vol. 3, No. 2, September 2021, hlm. 3. 

http://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global
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lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah akibat pembangunan 

industri. Karena lingkungan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan, 

maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 ayat 

(2) UU No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk melindungi 

fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.6 

Melindungi lingkungan dengan pemecahan masalah yang semakin 

kompleks membutuhkan perhatian dan pertanggungjawaban oleh pemerintah 

dengan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk tindakan yang mengarahkan 

pengambilan keputusan. Kebijakan dalam pengertian umum mengacu pada 

jaringan pengambilan keputusan atau serangkaian tindakan yang memberikan 

arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam arti khusus, ide-ide kebijakan terkait 

dengan sarana atau alat dan tujuan dengan fokus pada pemilihan tujuan dan 

sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.7 Adanya kebijakan ini 

membuat masyarakat sadar akan hukum yaitu dimana bahwa pembentukan 

hukum harus mengungkapkan hukumnya kesadaran masyarakat dan 

 
6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 2. 
7 Eko Handoyo, Kebijakan Publik (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm.5-6. 
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menciptakan masyarakat dengan pola baru.8 Setelah peumusan kebijakan, 

langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan 

adalah tahapan dalam proses kebijakan publik yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan.9 Dalam Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan bahwa setiap orang untuk 

melakukan pengelolaan limbah.10  

Dalam hal pengelolaan limbah tersebut, Kabupaten Tegal telah mengatur 

melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Peraturan Daerah merupakan respon atas 

meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Tegal. 

Upaya pengendalian dampak lingkungan tidak terlepas dari tindakan 

pengawasan dalam rangka memenuhi persyaratan perundang-undangan pada 

bidang lingkungan hidup. Kabupaten Tegal memiliki industri yang beragam, 

diantaranya ada industri pembuatan tahu dan industri logam. Permasalahan 

lingkungan adalah salah satu masalah yang belum menemukan jalan keluar di 

Kabupaten Tegal. Pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Tegal yaitu 

karena terdapatnya limbah. Limbah yang ada di Kabupaten Tegal diantaranya 

ada limbah tahu, limbah industri logam dan limbah kotoran rumah tangga. 

Salah satu pencemaran lingkungan yang diteliti oleh penulis yaitu industri 

logam di Desa Pesarean telah merusak kawasan sekitar industri dan merugikan 

 
8 Hariyanto, Hariyanto, “Public Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm 

Towards Progressive Waqf”, International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), Vol. 3, 

No. 2, 2022, hlm. 150. 
9 John Fresly Hutahayan, Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan 

Kinerja Pelayanan Publik (Sleman: Budi Utama, 2019), hlm. 119. 
10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 59. 
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masyarakat sekitar. Adanya kegiatan industri yang menyatu dengan 

pemukiman dan pengelolaan limbah yang kurang baik mengakibatkan 

terjadinya pencemaran limbah yang mengancam masyarakat sekitar.  

Industri logam di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal 

merupakan industri kecil rumahan yang dimulai pada 1975 dan bergerak dalam 

berbagai kegiatan seperti pembuatan kerajinan logam, drum, kompor dan 

beberapa peralatan rumah tangga lainnya. Pada tahun 2012 pemerintah menguji 

sampel tanah di berbagai lokasi di Desa Pesarean dan hasilnya menunjukkan 

bahwa konsentrasi logam berat telah melebihi nilai standar untuk karakteristik 

beracun. Menurut studi pada tahun 2016 oleh ESP3-Danida, limbah logam 

diperkirakan mencapai 20.000 meter kubik. Limbah B3 ini sudah tersebar di 

dumpsite (tempat pembuangan), jalan, gang, pemakaman, halaman sekolah dan 

lapangan terbuka.11 

Proses produksi industri peleburan logam dan pengecoran logam di Desa 

Pesarean merupakan proses yang tidak menggunakan air atau pengeringan, 

sehingga limbah yang dihasilkan berupa padatan dan gas. Industri peleburan 

logam ini menyebabkan pencemaran lingkungan karena limbah bahan baku 

yang digunakan berbeda dengan industri pengecoran logam. Proses 

pembakaran bahan baku menghasilkan gas buang yang mengandung partikel 

debu dan limbah padat berupa serbuk dan kerak sisa pembakaran yang 

mengandung unsur kimia. Limbah industri logam di Desa Pesarean tercemar 

sangat parah dan termasuk limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Hal 

 
11 Dwi Putra GD, “Tanah Desa Pesarean Kabupaten Tegal Tecemar Limbah Berbahaya, 

Warga Tak Bisa Gunakan Air Sumur”, www.wawasan.suaramerdeka.com., diakses 12 Agustus 

2022. 
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itu terlihat dari hasil pemeriksaan sampel darah dari warga yang tinggal di 

kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pengambilan sampel darah yang dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2011 terhadap 50 warga, 

tercatat ada 46 orang tercemar timbal, dan 12 orang dalam kondisi bahaya. 

Angka yang diperoleh oleh Dinas Lingkungan Hidup meunjukkan bahwa 

terdapat lima anak yang lahir dalam kondisi cacat (lumpuh dan cacat 

intelektual). Dari segi lingkungan fisik, banyak tanaman mati karena terpapar 

limbah.12 

Pada tahun 2021, tercatat ratusan waga di Desa Pesarean, Kecamatan 

Adiwerna, Kabupaten Tegal, terpapar oleh limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3) dalam jumlah besar. Ratusan warga terkena penyakit ISPA atau 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan 10 warga yang mengalami down 

syndrome dalam satu RW. Warga yang mengalami down syndrome adalah 

anak-anak dari para pengecor logam, yang terkena dampak dari balita hingga 

sudah dewasa. Dari 50 pekerja tersebut, hanya 1 atau 2 yang dinyatakan sehat. 

Jadi, rata-rata mayoritas pekerja atau lingkungan di kawasan limbah ini sudah 

terpapar.13 Pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan 

lingkungan sekitar tercemar seperti pemukiman menjadi kumuh, tanah menjadi 

tandus, dan tersumbatnya sungai yang mana sangat merugikan masyarakat.   

Dalam peraturan daerah kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 dan 70 terdapat 

pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan 

 
12 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2011. 
13 Radar Tegal, “Pernah Dibuang Sembarangan, Ratusan Warga di Desa Pesaean 

Terpapar Limbah B3”, www.radartegal.com., diakses 12 Juli 2022. 
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beracun (B3) yaitu dengan mencegah terjadinya pencemaran dan melakukan 

pengelolaan limbah, dalam pengelolaan limbah B3 terdiri dari: pengangkutan, 

penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan 

penimbunan yang wajib memiliki izin dari Bupati dimana Bupati wajib 

mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan dipatuhi 

pengelola limbah B3.14 

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam 

mengatasi pencemaran salah satunya dengan cara melakukan pemulihan lahan. 

Tepatnya pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pemulihan 

lahan tahap pertama di dumpsite (tempat pembuangan) limbah B3 Desa 

Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dengan luasan lahan yang 

telah dipulihkan sebesar 2.855 meter kubik dan volume 3.301 ton. Pemulihan 

lahan ini akan terus berlanjut dan diharapkan selesai pada tahun 2023. Rencana 

pemulihan lahan ini merupakan implementasi dari Pasal 71 Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Pasal 71 Perda No. 14 Tahun 2020 menjelaskan bahwa setiap orang 

dilarang untuk melakukan dumping (membuang) limbah atau bahan ke media 

lingkungan hidup tanpa izin Bupati dan lokasi yang telah ditentukan. Selain 

lahan yang tercemar Limbah B3, ada dua lokasi pengelolaan limbah, yakni 

Perkampungan Industri Kecil (PIK) di Desa Kebasen dan Desa Karangdawa.  

Menindaklanjuti kegiatan pasca pemulihan lahan terkontaminasi limbah 

B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan 

 
14 Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 69 dan 70. 
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Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun rencana pengelolaan kawasan 

terdampak limbah B3 dan rencana pasca pemulihan kawasan terdampak limbah 

B3 menjadi area pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan untuk 

mendukung terbentuknya perekonomian kerakyatan di Kabupaten Tegal.15 

Peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan dasar 

hukum pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga dan melindungi 

kelestariannya. Namun dalam praktiknya, selengkap apapun itu peraturan 

daerah dibuat untuk mengatur pasti memiliki beberapa faktor dalam 

pelaksanaannya. Faktor yang menegakkan peraturan di daerah ini, yaitu 

kesadaran para pelaku industri logam tentang pencemaran limbah Desa 

Pesarean, yang masih ada sampai saat ini.  

Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan 

kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam 

permasalahan yang berkembang di masyarakat.16 Mengatasi suatu masalah di 

lingkungan bukan hanya masalah teknis, politik, atau budaya, tetapi 

memerlukan upaya dari berbagai perspektif salah satunya yaitu fikih. 

Mengingat fikih pada dasarnya merupakan jembatan antara etika dan norma 

hukum untuk keselamatan alam semesta ini. Perumusan fikih lingkungan hidup 

penting untuk memberikan pencerahan, dan fikih tidak hanya fokus pada 

masalah ibadah ritual saja, tetapi juga berpusat pada aturan yang sesuai dengan 

 
15 Ditjen Pslb3 Klhk, “Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi 

Pengelolaan Kawasan Terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal”, www.pslb3.menlhk.go.id., 

diakses 3 Agustus 2022. 
16 Mabarrah Azizah dan Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep 

Green Economics”, SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2021, 

hlm. 239. 

http://www.pslb3.menlhk.go.id/
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prinsip-prinsip agama untuk beradaptasi dengan realitas kehidupan sosial yang 

berkembang. Islam sebagai agama utama yang dianut penduduk Indonesia, 

memiliki rumusan konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup 

yang dikenal dengan fiqh al-bi’ah. Fiqh al-bi’ah atau fikih lingkungan adalah 

ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci tentang perilaku 

manusia terhadap lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan penduduk 

bumi secara umum dengan tujuan menghindari kerusakan yang terjadi.17 

Di dalam al-Qur’an Allah melarang manusia untuk melakukan kerusakan 

dalam bentuk apapun dimuka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam surah 

al-A’raf ayat 56:  

او ادْ  اِصْلا حِه  عًا, اِنَّ ر حْْ ت  اِلله ق ريِْبٌ مِّن  و لا ت  فْسِد وْا فِِ الْا رْضِ ب  عْد  ع وْه  خ وْفاًو ط م 
◌ الْم حْسِنِيْ    

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.18 
 
Dalam ayat di  atas dijelaskan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di 

muka bumi merupakan akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan.19 

Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan 

dan mencegah kemudharatan. Sejalan dengan maqāṣhid al-syarī’ah yang 

terumuskan dalam al-kulliyat al-khamsah (lima prinsip dasar hukum islam), 

salah satunya yaitu ḥifẓ al-nafs (melindungi jiwa). Melindungi jiwa disini yaitu 

 
17 Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-

Qur’an” At-Thullab Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 30. 
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Surakarta: Ziyad 

Quran,2014), hlm. 157. 
19 Dwi Runjani Juwita, “Fiqih Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam”, Jurnal Studi 

Agama, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, hlm. 29. 
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dengan menjaga lingkungan disekitar kita. Oleh karena itu, setiap tindakan 

yang menyebabkan kerusakan lingkungan sama saja dengan mengancam jiwa, 

akal, harta, nasab dan agama. Dalam fikih lingkungan memiliki nilai-nilai yaitu 

menjaga kelestarian alam, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. 

Oleh karena itu, fikih lingkungan memperlakukan manusia dan lingkungannya 

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, penulis tertarik dan berinsiatif 

untuk meneliti dan membahas permasalahan yang muncul, serta mengkaji 

permasalahannya dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan”. 

B. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan pemahaman dan menghindari adanya keliruan dengan 

istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi 

Peraturan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan”, 

maka penulis perlu untuk menegaskan judul dengan memaparkan istilah-istilah 

dalam judul yang dianggap penting dalam penelitian yang saya ambil, yaitu: 

1. Peraturan Daerah (Perda) 

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Peraturan 

daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 
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provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang dipadukan dengan 

karakteristik masing-masing daerah, dan penyempurnaan lebih lanjut dari 

peraturan yang lebih tinggi.20 Peratuan Daerah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2 Pengelolaan 

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan 

fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan hidup yang 

disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan 

penegakan hukum.21 Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada asas 

tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan manfaat serta bertujuan 

untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak  

lingkungan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.22 Pengelolaan 

lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Negara 

hukum sebagai konsep yang mapan, termasuk mengenai warga negara dan 

dalam kaitannya dengan lembaga negara lainnya tidak boleh sewenang-

wenang, tetapi harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap 

orang berhak dan berkewajiban ikut serta dalam pengelolaan lingkungan 

 
20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 236.  
21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 butir 2. 
22 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm 34. 
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hidup, sehingga tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.23 Dalam UU 

No. 32 Tahun 2009, pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud yaitu 

pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat industri 

logam di daerah Adiwerna, Kabupaten Tegal. 

3. Fikih Lingkungan  

Dalam bahasa Arab, fikih lingkungan dikenal dengan istilah fiqh al-

bi’ah, yang terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan al-bi’ah. Secara bahasa fiqh 

berarti pemahaman, sedangkan secara istilah fiqh merupakan ilmu 

pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis diambil dari 

dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun lingkungan dalam bahasa Arab 

identik dengan kata bi’ah yang artinya kembali ke tepat yang tenang. 

Sedangkan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dapat disimpulkan bahwa 

fikih lingkungan merupakan aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-

dalil terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya 

untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.24 Dalam 

konteks penelitian ini fikih lingkungan yang dimaksud adalah penulis ingin 

menggunakan perspektif fiqh al-bi’ah dalam menganalisis lingkungan. 

 

 
 

23 Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I (Bandung: Binacipta, 1980), hlm. 

67. 
24 Dwi Runjani Juwita, “Fiqih Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam” …, hlm. 29. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis 

merumuskan latar belakang permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengatasi 

pencemaran limbah industri logam di Desa Adiwerna Kabupaten Tegal? 

2. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengatasi 

limbah industri logam perspektif fikih lingkungan? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam 

rumusan masalah yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dalam mengatasi pencemaran limbah industri logam di Desa Adiwerna 

Kabupaten Tegal. 

b. Untuk menganalisis implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dalam mengatasi limbah industri logam perspektif fikih lingkungan. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara teoritis, dengan penelitian ini diharapkan pembaca dapat 

mengembangkan dan memperjelas di bidang ilmu hukum khususnya 
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pada hukum lingkungan, serta dapat menambah wawasan kepada 

masyarakat mengenai pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup yang 

ditinjau dalam perspektif fikih lingkungan. 

b. Manfaat praktis, dapat memberikan pemahaman dan mengembangkan 

kesadaran masyarakat sebagai subjek menjaga dan melestarikan 

lingkungan, serta memahami bagaimana konsep pengelolaan lingkungan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengenai bagaimana cara 

pengelolaan lingkungan hidup menggunakan peraturan yang telah 

disahkan. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam pelne llitian ini, pelnulis bukanlah olrang pelrtama yang melmbahas 

telntang Implelmelntasi Pe lraturan Daelrah te lntang Pe lrlindungan dan Pelnge llollaan 

Lingkungan Hidup, me llainkan ada belbe lrapa pelnellitian selbe llumnya.  Maka dari 

itu, telrdapat belbe lrapa bahan yang dijadikan rujukan selrta kelsinambungan 

de lngan pelne llitian yang telrdahulu antara lain yaitu: 

Pelrtama, skripsi yang ditulis ollelh Nurul Nur Sollikah mahasiswa 

Unive lrsitas Islam Nelge lri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, yang belrjudul 

“Pe lran Dinas Lingkungan Hidup Kabupateln Mage ltan dalam Upaya 

Pelrlindungan Hukum Masyarakat Telrdampak Limbah Pabrik Tahu Delsa 

Kinandang (Studi Pelrspe lktif UU Nol. 32 Tahun 2009 dan Maslahah 

Mursalah)”. Skripsi ini belrisi telntang pelran dinas lingkungan hidup bagi 

masyarakat yang telrke lna dampak limbah pabrik tahu yaitu dilakukan upaya 

hukum relpre lsif de lngan dibelrikan sanksi bagi pellaku usaha yang melrusak 
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lingkungan delngan melmbuang limbah prolsuksi ke l pelrsawahan milik warga 

De lsa Kinandang. Delngan adanya pelrlindungan hukum masyarakat 

melndapatkan haknya atas lingkungan hidup yang selhat dan bisa mellakukan 

pe lkelrjaan melrelka de lngan baik.25  

Ke ldua, skripsi yang ditulis ollelh Allauwandi mahasiswa Univelrsitas Islam 

Ne lge lri Sunan Kalijaga Yolgyakarta 2012, yang belrjudul “Tinjauan Hukum 

Islam dan Hukum Polsitif telntang Limbah Belrbahaya dan Belracun (B-3) dalam 

Pelle lstarian Lingkungan Hidup (Studi Kolmparasi Antara Hukum Islam dan 

Hukum Polsitif)”. Skripsi ini belrisi telntang pandangan hukum islam dalam 

melnjaga lingkungan hidup dari kelrusakan akibat limbah bahan belrbahaya dan 

be lracun (B3). Dari selgi hukum polsitif pelngaturan hukum melnge lnai limbah B3 

melliputi kelse lluruhan pelraturan telntang apa yang dipelrbollelhkan dan yang tidak 

bollelh dilakukan dalam kaitannya delngan limbah B3 yang pellaksanaan telrse lbut 

dapat dipaksakan.26  

Ke ltiga, skripsi yang ditulis ollelh Andri Ismail Putra mahasiswa Univelrsitas 

Islam Ne lgelri Sumatelra Utara Me ldan 2020, yang be lrjudul “Analisis Fiqh 

Siyasah Telrhadap Pe lran Pelme lrintah Daelrah Dalam Pelnge lndalian 

Pelnce lmaran Lingkungan Tambang E lmas Studi Kasus De lsa Ae lk Garingging 

Kabupateln Mandailing Natal”. Skripsi ini belrisi telntang analisis fiqh siyasah 

telrhadap pelncelmaran lingkungan yaitu tambang elmas khususnya tambang liar 

 
25 Nurul Nur Solikah, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam Upaya 

Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang (Studi 

Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 dan Maslahah Mursalah)”, Skripsi (Malang: UIN Malang, 

2020). 
26 Allauwandi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara 

Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012). 
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yang sudah sangat melmprihatinkan. Masyarakat melminta pelme lrintah prolvinsi 

untuk selge lra melnutup pelrtambangan liar ini. Kurangnya kelsadaran masyarakat 

akan pelntingnya melnjaga lingkungan hidup tidak pelduli telrhadap apa yang 

akan telrjadi akibat pelnce lmaran yang dipelrbuat. Seljauh ini, kolndisi masyarakat 

se lbe lnarnya biasa saja, namun ada salah satu warga yang mellahirkan bayi cacat 

dan melninggal sellain itu ada belbe lrapa geljala pelnyakit delmam belrdarah.27 

Ke lelmpat, skripsi yang ditulis ollelh M. Zahir Mashuri mahasiswa Institut 

Agama Islam Nelge lri Sunan Ampell Surabaya 2011, yang belrjudul “Sanksi 

Pidana Akibat Pelncelmaran Limbah Industri Te lrhadap Air Sungai Me lnurut 

Maqāṣhid al-Syarī’ah (Analisis UU RI Nol. 32 Tahun 2009 Te lntang 

Pelrlindungan dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup)”. Skripsi ini belrisi telntang 

sanksi pidana akibat pelnce lmaran industri telrhadap air sungai dalam UU Nol. 32 

tahun 2009 tellah layak dan harus ditelgakkan untuk melnghindari adanya 

ke lgiatan pelncelmaran yang nantinya dapat melnimbulkan kelrusakan fungsi 

lingkungan hidup bagi pelruntukannya. Melnurut maqāṣhid al-syarī’ah 

melmbe lrikan sanksi akibat pelncelmaran industri telrhadap lingkungan 

melrupakan belntuk pelraturan pelmelrintah guna melnciptakan kelmaslahatan 

masyarakat dari pelncelmar yang melmbahayakan jiwa dan melmbelrikan jaminan 

baku mutu air telrhadap bahaya kelracunan selhingga telrcipta unsur ḥifẓ al-nafs 

 
27 Andri Ismail Putra, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging 

Kabupaten Mandailing Natal”. Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020). 
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(mellindungi jiwa) yang melnjadi salah satu tujuan polkolk dari tujuan umum 

syariat islam.28 

Ke llima, jurnal yang ditulis ollelh Ukas dan Zuhdi Arman be lrjudul “Analisis 

Pelraturan Pe lme lrintah Nolmolr 101 Tahun 2014 Te lrhadap Bahan Be lrbahaya 

dan Belracun di Kolta Batam”. Jurnal ini belrisi telntang pelnce lmaran lingkungan 

yang be lrakibat munculnya bahan belrbahaya dan belracun dilingkungan Kolta 

Batam. Hal ini diselbabkan adanya limbah dipinggir laut yang belrasal dari 

buangan zat-zat dan bolcolran kapal. Belgitu juga telmpat usaha lain yang kurang 

melmahami atau pelngellollaanyna bellum be lgitu belnar se lhingga telrjadi 

pe lncelmaran delngan melngakibatkan B3. Masyarakat bellum melnyadari 

se lpe lnuhnya bahaya yang diimbulkan ollelh limbah kel siste lm yang diatur ollelh 

Pe lraturan Pelmelrintah.29 

Ke lelnam, jurnal yang ditulis ollelh Dias Rahmadanti dan Rahayu Subelkti 

be lrjudul “Pelne lgakan Hukum Lingkungan Mellalui Sanksi Administratif 

Te lrhadap Pe llanggaran Limbah B3 di Kolta Surakarta”. Jurnal ini be lrisi 

telntang pelnelgakan sanksi administratif telrhadap pellanggaran pelmbuangan 

limbah B3 di Surakarta yang bellum selpe lnuhnya elfe lktif. Telrdapat belbe lrapa 

faktolr pe lnelgakan hukum yang bellum belrjalan selpe lnuhnya, karelna kurangnya 

cakupan pelngawasan se lrta pelmbinaan yang kurang luas dan melnye lluruh ollelh 

DLH Kolta Surakarta. Faktolr sarana telrutama pada anggaran olpe lrasiolnal yang 

masih kurang dan bellum melmelnuhi ke lbutuhan juga yang melmbuat pelne lgakan 

 
28 M. Zahir Mashuri, “Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air 

Sungai Menurut Maqasid Al-Syari’ah (Analisis UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”. Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011). 
29 Ukas dan Zuhdi Arman, “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 

Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Batam”, Jurnal Selat, Vol. 8, No. 1, 2020. 
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sanksi administratif bellum elfe lktif. Adapun faktolr pelnghambat dalam 

pe lnelgakan sanksi telrhadap pellaggaran pelmbuangan limbah B3 antara lain 

telrbatasnya kelwe lnangan pelmelrintah kolta, dan anggaran olpe lrasiolnal telrbatas.30 

Tabel 1.1 

Persamaan dan Perbedaan Skripsi dalam Kajian Pustaka 

Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

Nurul Nur 

Sollikah 

Pe lran Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupateln 

Mage ltan 

dalam Upaya 

Pe lrlindungan 

Hukum 

Masyarakat 

Telrdampak 

Limbah Pabrik 

Tahu Delsa 

Kinandang 

(Studi 

Pe lrspe lktif UU 

Nol. 32 Tahun 

2009 dan 

Maslahah 

Mursalah) 

Skripsi yang 

ditulis ollelh 

pe lnulis 

melmpunyai 

pe lrsamaan 

de lngan skripsi 

karya Nurul Nur 

Sollikah yaitu 

telntang 

Pe lncelmaran 

limbah  

Skipsi yang akan 

ditulis delngan skripsi 

se lbe llumnya 

melmpunyai pelrbe ldaan 

yaitu telrle ltak di olbjelk 

pe lnellitian yang mana 

olbjelk pe lne llitian 

telrdahulu yaitu limbah 

pabrik tahu yang 

be lrupa limbah cair 

se ldangkan skripsi 

yang akan ditulis 

olbjelk pe lne llitiannya 

yaitu limbah dari 

industri lolgam belrupa 

bahan belrbahaya dan 

be lracun (B3). 

Allauwandi Tinjauan 

Hukum Islam 

Skripsi yang 

ditulis ollelh 

Skipsi yang akan 

ditulis melmiliki 

 
30 Dias Rahmadanti dan Rahayu Subekti, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi 

Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta”, Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 2, 2022. 
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dan Hukum 

Polsitif telntang 

Limbah 

Be lrbahaya dan 

Be lracun (B-3) 

dalam 

Pe llelstarian 

Lingkungan 

Hidup (Studi 

Kolmparasi 

Antara Hukum 

Islam dan 

Hukum 

Polsitif) 

pe lnulis 

melmpunyai 

pe lrsamaan 

de lngan skripsi 

karya 

Allauwandi 

yaitu melnge lnai  

Limbah B3 

pe lrbeldaan yang sangat 

signifikan delngan 

skripsi se lbe llumnya, 

yaitu skripsi 

se lbe llumnya melngkaji 

telntang pelrspe lktif 

hukum islam dan 

hukum polsitif 

se ldangkan skripsi 

yang akan ditulis 

telntang pelrspe lktif 

fikih lingkungan. 

Andri Ismail 

Putra 

Analisis Fiqh 

Siyasah 

Telrhadap 

Pe lran 

Pe lmelrintah 

Dae lrah Dalam 

Pe lnge lndalian 

Pe lncelmaran 

Lingkungan 

Tambang 

E lmas Studi 

Kasus De lsa 

Ae lk 

Garingging 

Kabupateln 

Mandailing 

Natal 

Skripsi yang 

ditulis ollelh 

pe lnulis 

melmpunyai 

pe lrsamaan 

de lngan skripsi 

karya Andri 

Ismail Putra 

yaitu melnge lnai 

pe lncelmaran 

limbah. 

Skipsi yang akan 

ditulis melmiliki 

pe lrbeldaan yang sangat 

signifikan delngan 

skripsi se lbe llumnya, 

yaitu skripsi 

se lbe llumnya melngkaji 

telntang pelnce lmaran 

limbah pada 

lingkungan tambang 

e lmas seldangkan   

skripsi yang akan 

ditulis telntang 

pe lncelmaran limbah 

pada industri lolgam. 
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M. Zahir 

Mashuri 

Sanksi Pidana 

Akibat 

Pe lncelmaran 

Limbah 

Industri 

Telrhadap Air 

Sungai 

Me lnurut 

Maqāṣhid al-

Syarī’ah 

(Analisis UU 

RI Nol. 32 

Tahun 2009 

Telntang 

Pe lrlindungan 

dan 

Pe lnge llollaan 

Lingkungan 

Hidup 

Skripsi yang 

ditulis ollelh 

pe lnulis 

melmpunyai 

pe lrsamaan 

de lngan skripsi 

karya M. Zahir 

Mashuri yaitu 

melnge lnai 

pe lncelmaran 

limbah. 

Skipsi yang akan 

ditulis melmiliki 

pe lrbeldaan yang sangat 

signifikan delngan 

skripsi se lbe llumnya, 

yaitu skripsi 

se lbe llumnya melngkaji 

telntang pelrspe lktif 

sanksi pidana akibat 

pe lncelmaran limbah 

industri telrhadap air 

sungai se ldangkan 

skripsi yang akan 

ditulis melnge lnai 

pe lngellollaan limbah 

dalam melngatasi 

pe lncelmaran limbah di 

Kabupateln Telgal. 

Ukas dan 

Zuhdi Arman 

Analisis 

Pe lraturan 

Pe lmelrintah 

Nolmolr 101 

Tahun 2014 

Telrhadap 

Bahan 

Be lrbahaya dan 

Be lracun di 

Kolta Batam 

Skripsi yang 

ditulis ollelh 

pe lnulis 

melmpunyai 

pe lrsamaan 

de lngan jurnal 

karya Ukas dan 

Zuhdi Arman 

yaitu melnge lnai 

pe lncelmaran 

limbah. 

Skipsi yang akan 

ditulis delngan jurnal 

se lbe llumnya 

melmpunyai 

pe lrbeldaan, yaitu 

telrle ltak pada olbje lk 

pe lnellitian yang mana 

olbjelk pe lne llitian 

telrdahulu yaitu limbah 

dari zat-zat buangan 

dan bolcolran kapal 

se ldangkan skripsi 
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yang akan ditulis 

olbjelk pe lne llitiannya 

yaitu limbah dari 

industri lolgam. 

Dias 

Rahmadanti 

dan Rahayu 

Sube lkti 

Pe lne lgakan 

Hukum 

Lingkungan 

Me llalui Sanksi 

Administratif 

Telrhadap 

Pe llanggaran 

Limbah B3 di 

Kolta Surakarta 

Skripsi yang 

ditulis ollelh 

pe lnulis 

melmpunyai 

pe lrsamaan 

de lngan jurnal 

karya Dias 

Rahmadanti dan 

Rahayu Subelkti 

yaitu 

pe lncelmaran 

limbah. 

Skipsi yang akan 

ditulis delngan jurnal  

se lbe llumnya 

melmpunyai 

pe lrbeldaan, yaitu  

sanksi administratif 

telrhadap pellanggaran 

pe lmbuangan limbah 

B3 se ldangkan skripsi 

yang akan ditulis 

melnge lnai pelnge llollaan 

limbah dalam 

melngatasi pelncelmaran 

limbah B3. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk melmudahkan pelnulisan dalam pelnellitian ini dan melmpelrmudah 

pe lmahaman, maka pelnulis tellah melmbuat uraian selcara melndalam melnge lnai 

pe lmbagian bab, belrikut urutan dalam pelmbahasannya yaitu: 

Bab I Pe lndahuluan. Pada bab ini telrdiri dari tujuh pelmbahasan, 

diantaranya: latar bellakang yaitu alasan melngapa pelne llitian ini dilakukan. 

De lfinisi olpelrasiolnal yaitu untuk melmpelrmudah bagi pelmbaca telrkait delngan 

istilah-istilah dalam judul. Rumusan masalah yaitu melnguraikan belbe lrapa 
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masalah yang ingin ditelliti. Selrta pada bab ini belrisi tujuan dan manfaat 

pe lnellitian, meltoldel pe lne llitian dan sistelmatika pelnulisan.  

Bab II belrisi landasan telolri melnge lnai kolnse lp pelrlindungan dan 

pe lngellollaan lingkungan hidup, Pelraturan Daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 

Tahun 2020 telntang Pelrlindungan dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup selrta 

tinjauan umum fikih lingkungan. 

Bab III me lnjellaskan meltoldollolgi pe lne llitian, yaitu meltoldel yang digunakan 

dalam pelne llitian ini untuk melmpelrollelh data selrta infolrmasi telrkait, mulai dari 

jelnis dan pelndelkatan pelne llitian, lolkasi pelne llitian, sumbelr data, subjelk dan 

olbjelk pe lne llitian, meltolde l pelngumpulan data dan meltoldel analisis data. 

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Membahas tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, analisis implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dalam mengatasi limbah industri logam di Kabupaten Tegal serta 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif fikih lingkungan. 

Bab V melrupakan pelnutup yang belrisi kelsimpulan dan saran. 

Ke lsimpulan belrisi suatu ringkasan dari hasil pelnellitian telrkait delngan 

implelmelntasi Pelrda dan bagaimana implelme lntasi Pelrda pelrspe lktif fikih 

lingkungan. Kelmudian saran belrupa masukan selrta anjuran telrkait masalah 

dalam pelne llitian yang nantinya akan melnjadi kolntribusi telrhadap pelne llitian 

lain.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1. Kolnse lp Dasar Pe lrlindungan Dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup  

Alam dan isinya diciptakan ollelh Allah SWT bukan selmata-mata untuk 

ke lpelntingan manusia gelne lrasi selkarang saja akan teltapi juga untuk gelnelrasi 

yang akan datang. Allah SWT dalam al-Qur’an delngan telgas 

melngisyaratkan kelpada manusia untuk tidak mellakukan kelrusakan alam 

se lbagaimana difirmankan antara lain dalam belbe lrapa ayat belrikut ini:31 

ب ك   و لا ت  نْس   الْاٰخِر ة   الدَّار    الله   اتٰٰىك   فيِْم آ و ابْ ت غِ  الله    ا حْس ن   ك م آ  و ا حْسِنْ  الدُّنْ ي ا مِن   ن صِي ْ
اد  فِِ الْا رْضِ  بُّ الْم فْسِدِيْن   ‘الِ يْك  و لا  ت  بْغِ الْف س  َ اِنَّ الله  لا يُِ   

a. “Carilah delngan nikmat yang dikaruniakan olle lh Allah kelpadamu 
ke lbahagiaan untuk kelhidupan akhirat, dan janganlah elngkau lupakan 

bahagiamu di dunia. Belrbuat baiklah elngakau kelpada Allah selbagaimana 

Allah tellah belrbuat baik kelpadamu dan janganlah elngkau belrbuat 
ke lrusakan dimuka bumi ini. selsungguhnya Allah tidak suka pada olrang 

yang belrbuat kelrusakan’. (QS. al-Qashas: 77) 
 

ا و ادْع وْ  عًاو لا ت  فْسِد وْا فِِ الْا رْضِ ب  عْد  اِصْلا حِه  اِنَّ ر حْْ ت  اِلله ق ريِْبٌ مِّن   ‘ه  خ وْفًا وَّط م 
َالْم حْسِنِيْ    

b. “Janganlah kamu belrbuat kelrusakan di muka bumi ini selte llah Allah 

melmpe lrbaikinya”. (QS. al-A’raf: 56) 

ا  ع ى فِِ الْا رْضِ ليِ  فْسِد  فيِ ْه  بُّ الْف س اد   ‘و ي  هْلِك  الْْ رْث  و لنَّسْل  و اِذ ا ت  و لََّّ س  الله  لا  يُِ  َو   

c. “Dan apabila ia belrpaling, ia belrjalan di muka bumi untuk melngadakan 
ke lrusakan padanya, dan melrusak tanaman-tanaman dan binatang-

binatang telrnak dan Allah tidak melnyukai ke lrusakan”. (QS. al-Baqarah: 
205) 

 
31 Khaelany HD, Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), hlm. 97. 
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ب تْ ا يْدِى النَّاسِ ليِ ذِق  ه مْ ب  عْض  الَّذِيْ ع مِل وْا ل ع لَّه مْ  اد  فِِ الْب ِّ و البْ حْرِ بِ ا ك س    ظ ه ر  الْف س 
َي  رْجِع وْن    

d. “Tellah nampak kelrusakan di darat dan di laut diselbabkan pe lrbuatan 

tangan manusia, supaya Allah melrasakan kelpada melre lka selbagian dan 
(akibat) pelrbuatan melrelka, agar melre lka kelmbali (kel jalan yang belnar)”.  

    
Firman-firman Allah SWT ini melngisyaratkan dan melngingatkan 

ke lpada umat manusia untuk melmanfaatkan, melnggunakan alam dan isinya 

de lngan arif dan bijaksana, melmpelrhatikan kellelstarian dan ke lmanfaatannya, 

se lrta melmbangun alam dan lingkungan hidup ini untuk kelse ljahtelraan umat 

manusia selcara lelstari dan belrke llanjutan.  

Prolble lmatika lingkungan melnjadi salah satu pelrbincangan dikalangan 

usaha saat ini. Hal ini melngingat elkse ls ne lgativel yang be lrpoltelnsi muncul 

dalam mellakukan usaha. Dampak yang muncul dapat belrakibat kelpada 

ke lrusakan lingkungan di selkitar usaha telrse lbut bahkan lelbih jauh dari itu. 

Olle lh karelna itu, pelnge llollaan lingkungan hidup melnjadi sangat pelnting 

dalam kelgiatan usaha saat ini. Telrdapat UUD 1945 (amandelmeln) Pasal 28 

H ayat (1) dijellaskan bahwa seltiap olrang belrhak hidup seljahtelra lahir dan 

batin, belrtelmpat tinggal dan melndapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

se lhat selrta belrhak melmpelrolle lh pellayanan kelse lhatan. Dalam pasal 28 H 

melngamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan se lhat melrupakan 

hak asasi seltiap warga nelgara Indolne lsia.32 

Dalam UUD 1945 juga melnelgaskan bahwa pelmbangunan elkolnolmi 

nasiolnal disellelnggarakan belrdasarkan belrke llanjutan dan belrwawasan 

 
32 Darsono, Corporate Social Responsibility dalam UU Perseroan Terbatas (Telaah 

Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 156. 
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lingkungan. Dalam bidang lingkungan hidup khususnya pelrusahaan dituntut 

melnjadi aksellatolr utama dalam melnjaga pellelstarian lingkungan hidup agar 

tidak melrusak kelse limbangan elkolsiste lm kelhidupan akibat dari dampak 

ke lrusakan yang ditimbulkan. Selhingga kolmitmeln te lrhadap pelngellollaan 

lingkungan melnjadi selbuah kunci yang sangat pelnting dalam melnjalankan 

rolda bisnis yang ada dalam kelhidupan saat ini. Telrdapat dalam Pasal 33 ayat 

(4) me lnelntukan bahwa pe lre lkolnolmian nasiolnal disellelnggarakan belrdasar 

atas delmolkrasi elkolnolmi de lngan prinsip kelbe lrsamaan, elfisielnsi be lrkeladilan, 

be lrkellanjutan, belrwawasan lingkungan, kelmandirian selrta delngan melnjaga 

ke lse limbangan, kelmajuan dan kelsatuan elkolnolmi nasiolnal.33 Dalam pasal 33 

UUD 1945 melrupakan acuan aturan dasar untuk mellaksanakan tanggung 

jawab solsial di Indolne lsia yang akan melwujudkan dalam pelraturan 

pe lrundang-undangan di bawahnya. Belrdasarkan ke ltelntuan Pasal 33 UUD 

1945 te lrdapat prinsip dan pelmbangunan belrkellanjutan yaitu selgala sumbelr 

daya alam yang harus dipelrgunakan untuk se lbelsar-be lsarnya kelmakmuran 

rakyat.34  

Atas dasar ke ltelntuan UUD ini maka pelme lrintah melmbe lntuk Undang-

Undang Nolmolr 32 Tahun 2009 telntang Pelrlindungan dan Pelngellollaan 

Lingkungan Hidup yang dise lbut UUPPLH, yang me lnggantikan Undang-

 
33 H. M. Arba, “Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UUPR 

dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat” Jurnal Media Hukum, Vol. 20, No. 2, Desember 

2013, hlm. 225. 
34 Arif Budiman, Kebebasan, Negara, Pembangunan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 

2008), hlm. 9. 
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Undang Nolmolr 23 Tahun 1997 te lntang Pelnge llollaan Lingkungan Hidup. 

Dalam UUPPLH kolnside lrans melnimbang dinyatakan:35 

a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan selhat melrupakan hak asasi se ltiap 

warga nelgara Indolne lsia selbagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H 

Undang-Undang Dasar Ne lgara Relpublik Indolne lsia Tahun 1945. 

b. Bahwa pe lmbangunan elkolnolmi nasiolnal selbagaimana diamanatkan olle lh 

Undang-Undang Dasar Ne lgara Relpublik Indolnelsia Tahun 1945 

dise llelnggarakan belrdasarkan prinsip pelmbangunan belrke llanjutan dan 

be lrwawasan lingkungan 

c. Bahwa se lmangat oltolnolmi daelrah dalam pelnye llelnggaraan pelmelrintahan 

Ne lgara Kelsatuan Relpublik Indolne lsia tellah melmbawa pelrubahan 

hubungan dan ke lwe lnangan antara pelme lrintah dan pelmelrintah daelrah, 

telrmasuk dibidang pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup.  

d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang selmakin melnurun tellah 

melngancam kellangsungan pelrikelhidupan manusia dan makhluk hidup 

lainnya selhingga pelrlu dilakukan pelrlindungan dan pelnge llollaan 

lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan kolnsiste ln olle lh se lmua 

pe lmangku kelpelntingan. 

e. Bahwa pelmanasan glolbal yang selmakin melningkat melngakibatkan 

pe lrubahan iklim se lhingga melmpelrparah pelnurunan kualitas lingkungan 

hidup karelna itu belrlu dilakukan pelrlindungan dan pelnge llollaan 

lingkungan hidup. 

 
35 H. M. Arba, “Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UUPR 

dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat” …, hlm. 225. 
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f. Bahwa agar lelbih melnjamin kelpastian hukum dan melmbelrikan 

pe lrlindungan telrhadap hak seltiap olrang untuk melndapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan se lhat selbagai bagian dari pelrlindungan telrhadap 

ke lse lluruhan elkolsiste lm, pelrlu dilakukan pelrlindungan telrhadap 

ke lse lluruhan elkolsiste lm, pe lrlu dilakukan pe lmbaharuan telrhadap Undang-

Undang Nolmolr 23 Tahun 1997 telntang Pelnge llollaan Lingkungan Hidup. 

Prinsip-prinsip ini melnunjukan bahwa melndapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan selhat adalah hak selmua olrang dan selmua olrang melmpunyai 

hak yang sama. Delngan delmikian maka, pelme lritah dalam rangka 

mellindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik wajib 

melnge llolla dan melmanfaatkan, selrta melnjaga kellelstarian lingkungan delngan 

baik. 

2. Pe lrlindungan dan Pelngellollaan Lingkungan Hidup  

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nol. 32 Tahun 2009 me lnjellaskan 

pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup melrupakan upaya 

siste lmatis dan telrpadu yang dilakukan untuk mellelstarikan fungsi lingkungan 

hidup dan me lncelgah telrjadinya pelncelmaran dan/atau kelrusakan lingkungan 

hidup melliputi pelrelncanaan, pelmanfaatan, pelngelndalian, pelme lliharaan, 

pe lngawasan dan pelnelgakan hukum. Pasal 3 UUPPLH me lnelntukan tujuan 

pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup selbagai belrikut:36 

a. Me llindungi wilayah Nelgara Relpublik Kelsatuan Indolne lsia dari 

pe lncelmaran dan/atau kelrusakan lingkungan hidup 

 
36 H. M. Arba, “Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UUPR 

dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat” …, hlm. 226. 
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b. Me lnjamin kelse llamatan, kelse lhatan dan kelhidupan manusia 

c. Me lnjamin kellangsungan kelhidupan makhluk hidup dan kelle lstarian 

e lkolsistelm 

d. Me lnjaga kellelstarian fungsi lingkungan hidup 

e. Me lncapai kelse lrasian, kelse llarasan dan kelse limbangan lingkungan hidup 

f. Me lnjamin telrpe lnuhinya keladilan gelne lrasi masa kini dan gelne lrasi masa 

de lpan 

g. Me lnjamin pelmelnuhan dan pelrlindungan ha katas lingkungan hidup 

se lbagai bagian dari hak asasi manusia 

h. Me lnge lndalikan pelmanfaatan sumbelr daya alam selcara bijaksana  

i. Me lwujudkan pelmbangunan belrke llanjutan 

j. Me lngantisipasi isu lingkungan glolbal. 

Me lnurut Undang-Undang Nolmolr 32 Tahun 2009 telntang 

Pe lrlindungan dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup dijellaskan se ltiap 

pe lnyusunan pelraturan pelrundang-undangan pada tingkat nasiolnal dan 

daelrah wajib melmpelrhatikan pelrlindungan fungsi lingkungan dan prinsip 

pe lrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup selsuai delngan kelte lntuan 

yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun asas-asas pe lrlindungan dan 

pe lngellollaan lingkungan hidup yang ditelrapkan di Indolne lsia, antara lain:37 

a. Asas Tanggung Jawab Nelgara 

Asas tanggung jawab ne lgara yaitu nelgara melnjamin pelmanfaatan sumbelr 

daya alam akan melmbelrikan manfaat yang se lbe lsar-belsarnya bagi 

 
37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2. 
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ke lse ljahtelraan dan mutu hidup rakyat baik gelne lrasi masa kini maupun 

ge lnelrasi masa delpan. 

b. Asas Ke lle lstarian dan Kelbelrlanjutan 

Asas ke lle lstarian dan kelbe lrlanjutan adalah seltiap olrang melmikul 

ke lwajiban dan tanggung jawab telrhadap gelne lrasi melndatang dan 

telrhadap se lsamanya dalam satu gelne lrasi delngan mellakukan upaya 

pe llelstarian daya dukung elkolsiste lm dan melmpelrbaiki kualitas lingkungan 

hidup. 

c. Asas Ke lse lrasian dan Ke lse limbangan 

Asas ke lse lrasian dan kelse limbangan yaitu pelmanfaatan lingkungan hidup 

harus me lmpelrhatikan belrbagai aspelk se lpe lrti ke lpelntingan elkolnolmi, 

solsial, budaya dan pelrlindungan selrta pelle lstarian elkolsiste lm. 

d. Asas Ke lte lrpaduan 

Asas ke lte lrpaduan adalah pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup 

dilakukan delngan melmadukan belrbagai unsur atau melnyinelrgikan 

be lrbagai kolmpolne ln telrkait. 

e. Asas Manfaat 

Asas manfaat adalah selgala usaha dan/atau kelgiatan pelmbangunan yang 

dilaksanakan diselsuaikan de lngan poltelnsi sumbe lr daya alam dan 

lingkungan hidup untuk pelningkatan kelse ljahtelraan masyarakat dan 

harkat manusia sellaras delngan lingkungannya.38 

 

 
38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2. 
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f. Asas Ke lhati-hatian 

Asas ke lhati-hatian adalah keltidakpastian melnge lnai dampak suatu usaha 

dan/atau kelgiatan karelna ke lelrbatasan pelnguasaan ilmu pelnge ltahuan dan 

telknollolgi bukan melrupakan alasan untuk melnunda langkah-langkah 

melminimalisasi atau melnghindari ancaman telrhadap pelnce lmaran 

dan/atau kelrusakan lingkungan hidup. 

g. Asas Ke ladilan 

Asas ke ladilan adalah pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup 

harus melncelrminkan keladilan selcara prolpolrsiolnal bagi seltiap warga 

ne lgara, baik lintas daelrah, lintas gelne lrasi maupun lintas gelnde lr. 

h. Asas E lkolre lgioln 

Asas e lkolre lgioln adalah pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup 

harus melmpelrhatikan karaktelristik sumbelr daya alam, elkolsiste lm, kolndisi 

ge lolgrafis, budaya masyarakat seltelmpat dan kelarifan lolkal. 

i. Asas Ke lane lkaragaman Hayati 

Asas ke lane lkaragaman hayati adalah pelrlindungan dan pelnge llollaan 

lingkungan hidup harus melmpe lrhatikan upaya telrpadu untuk 

melmpe lrtahankan kelbe lradaan, kelragaman dan kelbe lrlanjutan sumbelr daya 

alam hayati yang telrdiri atas sumbelr daya alam nabati dan sumbelr daya 

alam helwani yang belrsama delngan unsur nolnhayati di selkitarnya selcara 

ke lse lluruhan melmbe lntuk elkolsiste lm.39 

 

 
39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2. 
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j. Asas Pe lnce lmar Melmbayar 

Asas pe lnce lmar melmbayar adalah seltiap pelnanggung jawab yang usaha 

dan/atau kelgiatannya melnimbulkan pelncelmaran dan/atau kelrusakan 

lingkungan hidup wajib melnanggung biaya pelmulihan lingkungan. 

k. Asas Partisipatif 

Asas partisipatif adalah seltiap anggolta masyaakat didolrolng untuk 

be lrpelran aktif dalam prolse ls pe lngambilan kelputusan dan pellaksanaan 

pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup, baik selcara langsung 

maupun tidak langsung.                                       

l. Asas Ke larifan Lolkal 

Asas ke larifan lolkal adalah dalam pelrlindungan dan pelnge llollaan 

lingkungan hidup harus melmpe lrhatikan nilai-nilai luhur yang belrlaku 

dalam tata kelhidupan masyarakat. 

m. Asas tata kellolla pelmelrintah yang baik 

Asas tata kellolla pelme lrintah yang baik adalah pelrlindungan dan 

pe lngellollaan lingkungan hidup dijiwai ollelh prinsip partisipasi, 

transparansi, akuntabilitas, elfisie lnsi dan keladilan. 

n. Asas oltolnolmi daelrah 

Asas oltolnolmi daelrah adalah Pelme lrintah dan Pelmelrintah Daelrah 

melngatur dan melngurus se lndiri urusan pelme lrintahan di bidang 

pe lrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup delngan me lmpelrhatikan 
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ke lkhususan dan kelragaman daelrah dalam bingkai Nelgara Kelsatuan 

Re lpublik Indolne lsia.40 

Guna me lncapai tujuan telrse lbut maka telrdapat ruang lingkup 

pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup dimaksudkan dalam rangka 

mellaksanakan pellelstarian dan pelmbangunan lingkungan hidup 

be lrkellanjutan., ruang lingkup Pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan 

hidup melliputi:  

1. Pe lre lncanaan,  

2. Pe lmanfaatan,  

3. Pe lnge lndalian,  

4. Pe lmelliharaan,  

5. Pe lngawasan dan  

6. Pe lne lgakan hukum. 

Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikellolla delngan baik 

be lrdasarkan asas tanggung jawab nelgara, asas kelbelrlanjutan, asas keladilan. 

Se llain itu, pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup harus dapat 

melmbe lrikan manfaat elkolnolmi, solsial dan budaya yang dilakukan 

be lrdasarkan prinsip kelhati-hatian, delmolkrasi lingkungan, delse lntralisasi 

se lrta pelngakuan dan pelnghargaan telrhadap kelarifan lolkal dan kelarifan 

lingkungan. Pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup melnuntut 

dikelmbangkannya suatu sistelm telrpadu belrupa suatu kelbijakan nasiolnal 

 
40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2. 
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pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan 

se lcara taat asas dan kolnse lkue ln dari pusat sampai daelrah.41  

Intelgrasi izin lingkungan hidup untuk melwujudkan keltelrpaduan, yang 

dimaksudkan paling tidak melncakup, pelrtama, belrkaitan delngan pelne lrapan 

makna dan ruang lingkup lingkungan hidup yang melncakup selluruh aspelk 

lingkungan hidup. Keldua, belrkaitan delngan kelwe lnangan, kellelmbagaan dan 

prolse ldur pe lmbelrian izin. Keltiga, pelrizinan lingkungan didasarkan pada 

Kajian Lingkungan Hidup Stratelgis (KLHS), re lncana tata ruang, baku mutu 

lingkungan hidup, kritelria baku kelrusakan lingkungan hidup, selrta Analisis 

Me lnge lnai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ke le lmpat, pe ljabat yang 

be lrwe lnang dan lelmbaga yang melnge lluarkan izin yakni Melntelri, Gube lrnur, 

atau Bupati/Walikolta. Kellima, se lluruh izin dalam kelte lntuan ini, misalnya 

izin pelnge llollaan limbah B3, izin pelmbuangan air limbah kel laut dan izin 

pe lmbuangan air limbah kel sumbe lr air akan dijadikan satu jelnis izin. 

Telrhadap izin usaha dan/atau kelgiatan sktolral se lpelrti izin bidang kelhutanan, 

pe lrtambangan, pelrkelbunan, UU-PPLH tidak telgas melnyatakan intelgrasi atas 

izin-izin telrse lbut.42 

Izin lingkungan hidup selbagai instrumelnt bagi pelmelrintah untuk 

melnge lndalikan aktivitas pelnge llollaan lingkungan hidup. Tujunnya agar 

lingkugan hidup tidak rusak, untuk kelpelntingan gelnelrasi se lkarang dan 

ge lnelrasi akan datang. Bahkan UUD 1945 dinyatakan, bahwa nelgara belrkah 

atas lingkungan yang baik dan se lhat. Pe lmelriintah mellalui instrumelnt 

 
41 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5. 
42 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup …, hlm. 8. 
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pe lrizinan dapat melbelbankan ke lwajiban telrte lntu se lcara selpihak ke lpada 

masyarakat, melngingat karaktelristik yuridisnya selbagai pelrbuatan hukum 

publik. Instrumelnt pe lrizinan melrupakan salah satu wujud kelputusan 

pe lmelrintah yang paling banyak dipelrgunakan dalam hukum administrasi 

publik untuk melmpe lngaruhi dan melngelndalikan tindakan masyarakat agar 

mau melngikuti cara yang dianjurkan ollelh pe lraturan pelrundangan yang 

be lrlaku. aparat pelmelrintahan selsuai de lngan kelwe lnangannya wajib 

mellakukan pelngawasan telrhadap keltaatan pelnanggung jawab usaha dan atau 

ke lgiatan atas kelte lntuan yang diteltapkan dalam pelraturn pelrundangan 

dibidang pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup. Melntelri dapat 

mellakukan pelngawasan telrhadap pellaku usaha yang izin lingkungannya 

ditelrbitkan olle lh pe lmelrintah daelrah jika pelme lintah melnganggap telrjadi 

pe llanggaran yang selrius dibidang pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan 

hidup. 

Dalam pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup pelmelrintah 

melne lrapkan sanksi bagi pellanggaran telrhadap izin lingkungan belrupa sanksi 

administrativel yang telrdiri atas: 

a. Telguran telrtulis 

b. Paksaan pelme lrintah  

c. Pe lmbelkuan izin lingkungan 

d. Pe lncabutan izin lingkungan 

De lmi telrlaksananya pelmbangunan yang belrwawasankan lingkungan 

dan agar telrke lndalinya pelmanfaatan sumbelr daya alam selcara bijaksana 
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maka pelrlu dilakukan pelngellollaan dan pellindungan lingkungan. Seltiap 

ke lgiatan pelmbangunan, dimanapun dan kapanpun pasti akan melnimbulkan 

dampak. Dampak disini dapat belrnilai polsitif yang belrarti melmbelri manfaat 

bagi kelhidupan manusia, selpelrti halnya melningkatkan dan melmajukan 

ke lmakmuran dan kelse ljahtelraan masyarakat se lcara melrata, namun juga 

dapat belrarti nelgatif yaitu timbulnya relsikol yang melrugikan masyarakat dan 

yang sangat melnolnjoll adalah masalah pelncelmaran lingkungan.43 

Pe lncelmaran lingkungan dalam UU Nol. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 

(14) adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, elne lrgy 

dan/atau kolmpolneln lain kel dalam lingkungan dan/atau belrubah tatanan 

lingkungan ollelh ke lgiatan manusia olle lh prolse ls alam, selhingga kualitas 

lingkungan turun sampai kel tingkat telrtelntu yang me lnyelbabkan lingkungan 

melnjadi kurang atau tidak belrfungsi selsuai delngan peluntukkannya.44 Dalam 

kaitan ini, hal yang melnyelbabkan pelncelmaran lingkungan adalah limbah. 

Limbah yang dihasilkan tidak dikellolla selcara selmpurna selhingga 

melnimbulkan dampak bagi lingkungan selkitarnya. Salah satu akibat dari 

ke lgiatan pelmbanguna di belrbagai se lktolr dan dae lrah dihasilkannya limbah-

limbah yang selmakin banyak, baik jumlah maupun jelnisnya, baik belrupa 

limbah padat maupun limbah cair. 

Dalam hal pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup dijellaskan 

dalam Undang-Undang Nolmolr 32 Tahun 2009 Pasal 13 bahwa 

pe lngelndalian pelncelmaran dan/atau kelrusakan lingkungan hidup 

 
43 R. M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), hlm. 134. 
44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14). 
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dilaksanakan dalam rangka pellelstarian fungsi lingkungan hidup. 

Pe lnge lndalian pelnce lmaran dan/atau kelrusakan lingkungan hidup ini telrdiri 

atas tiga hal, yaitu:45 

a. Pe lncelgahan 

b. Pe lnanggulangan 

c. Pe lmulihan lingkungan hidup delngan melnelrapkan intrumeln-instrumelnt 

yaitu belruapa kajian lingkungan hidup stratelgis (KLHS), tata ruang, baku 

mutu lingkungan hidup, kritelria baku mutu lingkungan hidup, kritelria 

baku mutu kelrusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, pe lrizinan, 

intrumeln elkolnolmi lingkungan hidup, pelraturan pelrundangan belrbasis 

lingkungan hidup, anggaran belrbasis lingkungan hidup, analisis relsikol 

lingkungan hidup, audit lingkungan hidup selrta instrumelnt lain selsuai 

de lngan kelbutuhan dan/atau pelrke lmbangan ilmu pelnge ltahuan. 

Walaupun sudah ada pelngaturan melnge lnai pelrlindungan dan 

pe lngellollaan lingkungan hidup dalam Pelrundang-undangan, tidak selrta 

melrta dapat melnelkan pelngrusakan lingkungan di belrbagai aspelk. 

Dibutuhkan pelran aktif masyarakat selbagai kolmpolneln dalam lingkungan 

hidup yang be lrse lntuhan langsung delngan ke ljadian-keljadian dalam 

lingkungan hidup telrse lbut. Adapun pelranan masyarakat dalam usaha 

mellaksanakan pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup adalah 

se lbagai belrikut:46 

 
45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13. 
46 Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 

2004), hlm. 215. 
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a. Me lmbelri infolrmasi kelpada pelme lrintah melngelnai masalah lingkungan 

yang telrjadi selkitar telmpat tinggalnya 

b. Me lningkatkan keltelrse ldiaan masyarakat dalam melngambil kelputusan 

yang belrkaitan delngan masalah lingkungan 

c. Me lmbantu pelrlindungan hukum telrhadap tindak pelrlindungan 

lingkungan hidup 

d. Me lnde lmolkratisasikan pelngambilan kelputusan yang belrkaitan delngan 

masalah lingkungan.  

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Kabupaten Tegal 

Lingkungan hidup melrupakan kelsatuan ruang delngan se lmua belnda, 

daya, keladaan dan makhluk hidup telrmasuk manusia dan pelrilakunya yang 

melmpe lngaruhi alam itu se lndiri, kellangsungan pelrikelhidupan dan kelse ljahtelraan 

manusia selrta makhluk hidup lain. Lingkungan yang se lhat dan baik melrupakan 

hak asasi se ltiap warga nelgara, se llain itu guna melnjamin kellelstarian fungsi 

lingkungan hidup dalam pellaksanaan pelmbangunan yang belrke llanjutan dan 

be lrwawasan lingkungan maka pelrlu me llaksanakan pelrlindungan dan 

pe lngellollaan lingkungan hidup. Ollelh karelna itu, belrkaitan delngan kelwe lnangan 

daelrah dalam melngurusi rumah tangga daelrahnya, selrta dalam melnciptakan 

lingkungan hidup yang selhat, maka telrdapat Pe lraturan Daelrah Kabupateln 

Telgal Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang Pelrlindungan dan Pelnge llollaan 

Lingkungan Hidup.  
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Be lrdasarkan Pasal 1 Pelraturan Daelrah Kabupateln Te lgal Nolmolr 14 

Tahun 2020 telntang Pe lrlindungan dan Pe lngellollaan Lingkungan hidup, 

dijellaskan bahwa pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup adalah 

upaya sistelmatis dan telrpadu yang dilakukan untuk mellelstarikan fungsi 

lingkungan hidup dan melncelgah te lrjadinya pe lncelmaran dan/atau kelrusakan 

lingkungan hidup yang melliputi pelre lncanaan, pelmanfaatan, pelnge lndalian, 

pe lmelliharaan, pelngawasan dan pe lne lgakan hukum. Pelrlindungan dan 

pe lngellollaan lingkungan hidup melmpunyai tujuan yaitu:47 

1. Me llindungi wilayah Kabupateln Telgal dari pelnce lmaran dan/atau kelrusakan 

lingkungan hidup 

2. Me lnjamin kelse llamatan, kelse lhatan dan kelhidupan manusia 

3. Me lnjamin kellangsungan kelhidupan makhluk hidup dan kellelstarian 

e lkolsistelm 

4. Me lnjaga kellelstarian fungsi lingkungan hidup 

5. Me lncapai kelse lrasian, kelse llarasan dan kelse limbangan lingkungan hidup 

6. Me lnjamin telrpelnuhinya keladilan gelne lrasi masa kini dan gelnelrasi masa 

de lpan 

7. Me lnjamin pelme lnuhan dan pelrlindungan ha katas lingkungan hidup sele lbagai 

bagian dari hak asasi manusia 

8. Me lnge lndalikan pelmanfaatan sumbelr daya alam selcara bijaksana 

9. Me lwujudkan pelmbangunan belrke llanjutan, dan 

10. Me lngantisipasi isu lingkungan glolbal. 

 
47 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab II Pasal 3. 
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Pe lraturan daelrah ini telrdapat hak, kelwajiban dan larangan bagi seltiap 

olrang dimana seltiap olrang be lrhak atas:48 

1. Lingkungan hidup yang baik dan selhat se lbagai bagian dari hak asasi 

manusia 

2. Me lndapatkan pelndidikan lingkungan hidup, aksels infolrmasi, aksels 

partisipasi dan aksels ke ladlian dalam melme lnuhi ha katas lingkungan hidup 

yang baik dan selhat 

3. Me lngajukan usul dan/atau kelbelratan telrhadap relncana usaha dan/atau 

ke lgiatan yang dipelrkirakan dapat melnimbulkan dampak telrhadap 

lingkungan hidup 

4. Be lrpelran dalam pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup selsuai 

de lngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan 

5. Me llakukan pelngaduan akibat dugaan pelncelmaran dan/atau pelrusakan 

lingkungan hidup.  

Telrkait delngan pe lnge llollaan bahan belrbahaya dan belracun selrta 

pe lngellollaan limbah bahan belrbahaya dan belracun dalam Pelraturan Daelrah 

Nolmolr 14 Tahun 2020 telrdapat pada Pasal 69 dan 70. Pasal 69 melnge lnai 

pe lngellollaan bahan belrbahaya dan belracun selbagai belrikut:49 

1. Se ltiap olrang yang mellakukan kelgiatan pelngellollaan B3 wajib melncelgah 

telrjadinya pelncelmaran dan/atau kelrusakan lingkungan hidup. 

2. Dalam hal B3 selbagaimana dimaksud dalam ayat (1) tellah kadaluwarsa, 

pe lngellollaannya melngikuti keltelntuan pelnge llollaan limbah B3 

 
48 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab XII Pasal 75. 
49 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab VIII Pasal 69. 
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3. Pe llanggaran telrhadap ke ltelntuan se lbagaimana pada ayat (1) dikelnai sanksi 

administrativel be lrupa: 

a. telguran telrtulis 

b. paksaan pelmelrintah 

c. pe lmbelkuan izin lingkungan 

d. pe lncabutan izin lingkungan. 

Pasal 70 melnge lnai pelngellollaan limbah bahan belrbahaya dan belracun, 

se lbagai belrikut:50 

1. Se ltiap olrang yang me lnghasilkan limbah B3 wajib mellakukan pelnge llollan 

limbah B3 yang dihasilkannya 

2. Dalam hal seltiap olrang tidak mampu mellakukan selndiri pelnge llollaan limbah 

B3, pe lngellollaannya diselrahkan kelpada pihak lain 

3. Pe lnge llolla limbah B3 wajib melmiliki izin dari Bupati atau peljabat yang 

ditunjuk 

4. Pe lnge llollaan limbah B3 yang wajib dilelngkapi delngan izin telrdiri atas 

ke lgiatan:  

a. Pe lngangkutan 

b. Pe lnyimpanan selmelntara 

c. Pe lngumpulan 

d. Pe lmanfaatan 

e. Pe lngollahan, dan 

f. Pe lnimbunan. 

 
50 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab VIII Pasal 70. 
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5. Pe lnyimpanan selmelntara dan pelngumpulan limbah B3 selbagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib melndapat izin Bupati 

6. Bupati wajib melncantumkan pelrsyaratan lingkungan hidup yang harus 

dipelnuhi dan kelwajiban yang harus dipatuhi pelnge llolla limbah B3 dalam 

izin 

7. Ke lputusan pelmbelrian izin wajib diumumkan mellalui meldia yang mudah 

dijangkau ollelh masyarakat 

8. Ke ltelntuan melngelnai pelngellollaan limbah B3 melngacu pada kelte lntuan 

pe lraturan pelrundang-undangan. 

Be lntuk pellaksanaan pelne lrapan dari Pelraturan Dae lrah Kabupateln Telgal 

Nolmolr 14 Tahun 2020 Telntang pelrlindungan Dan Pelnge llollaan Lingkungan 

Hidup be lrupa re lncana pelmulihan lahan yang telrkelna olle lh limbah bahan 

be lrbahaya dan belracun (B3). Delngan adanya pelmulihan lahan telrse lbut 

melnjadikan lingkungan yang telrkolntaminasi ollelh limbah itu melnjadi aman, 

stabil dan dapat dimanfaatkan kelmbali. Relncana pelmulihan lahan ini 

melrupakan implelme lntasi Pelraturan Daelrah Kabupateln Te lgal Nolmolr 14 Tahun 

2020 telrcantum pada Pasal 71, yaitu:51 

1. Se ltiap olrang dilarang mellakukan dumping limbah dan/atau bahan kel me ldia 

lingkungan hidup tanpa izin 

2. Dumping se lbagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 

de lngan izin Bupati selsuai de lngan kelwe lnangannya 

 
51 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab IX Pasal 71. 
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3. Dumping se lbagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di 

lolkasi yang tellah ditelntukan 

4. Ke ltelntuan lelbih lanjut melnge lnai tata cara dan pelrsyaratan dumping limbah 

dan/atau bahan diatur dalam Pelraturan Bupati.  

C. Fikih Lingkungan  

1. Pe lnge lrtian Fikih Lingkungan  

Ilmu fiqh pada dasarnya melrupakan pelnjabaran rinci dari nilai-nilai 

ajaran islam yang telrcantum dalam al-Qur’an se lrta Sunnah, yang digali telrus 

melne lrus olle lh pakar yang me lmahami hukum-hukumnya se lrta melmahami 

baik pelrtumbuhan, kelbutuhan dan kelmaslahatan umat selrta lingkungannya 

dalam bingkai ruang selrta waktu yang melliputinya. Dalam bahasa arab fikh 

lingkungan diselbut juga delngan fiqh al-bī’ah. Bila dilihat dari sisi selmantik, 

telrdiri dari dua kata yaitu fiqh dan al-bī’ah. Selcara bahasa fiqh belrasal dari 

kata Faqiha-Yafqahu-Fiqhan yang belrarti pelnge ltahuan telrhadap suatu 

pe lngeltahuan. Se ldangkan se lcara e ltimollolgi, fikih adalah ilmu pelnge ltahuan 

yang belrkaitan hukum-hukum syara’ yang belrsifat praktis yang sumbelrnya 

dari dalil-dalil telrpe lrinci.52 Dalam al-Qur’an tidak kurang dari selmbilan 

be llas ayat yang belrkaitan delngan kata fiqh, selbagaimana surat at-Taubah 

ayat 122: 

ان  الْم ؤْمِن  وْن  ليِ  نْفِر وْا   ن ْه مْ ط آئفِ ةٌ ليِ  ت  ف قَّه وْا فِِ الدِّيْنِ و م ا ك  ك آ فَّةً‘ ف  ل وْلا  ن  ف ر  مِنْ ك لِّ فِرْق ةٍ مِّ
ع وْ  ر وْن  و ليِ  نْذِر وْا ق  وْم ه مْ اِذ ا ر ج  ◌آ الِ يْهِمْ ل ع لَّه مْ يُ ْذ   

Dan tidak se lpatutnya olrang-olrang mukmin itu se lmuanya pelrgi (ke l 

meldan pe lrang), melngapa se lbagian dari seltiap gollolngan diantara 

 
52 Samsuddin dan Siswanto, “Fiqhi Lingkungan dalam Peta pembangunan Hukum 

Nasional”, Jurnal Al-Tafaqquh, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hlm. 14. 
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melre lka tidak pelrgi untuk me lmpelrdalam pelngeltahuan agama melre lka 

dan untuk melmbe lri pelringatan kelpada kaumnya jika melrelka tellah 

ke lmbali agar melre lka dapat melnjaga dirinya. (QS. al-Taubah: 122). 
 

Se ldangkan kata al-bī’ah dapat diartikan delngan lingkungan hidup, 

yaitu kelsatuan ruang delngan se lmua belnda, daya, keladaan dan makhluk 

hidup, telrmasuk manusia dan pelrilakunya yang melmpelngaruhi alam itu 

se lndiri, pelrikelhidupan dan kelse ljahtelraan manusia selrta makhluk hidup 

lainnya.53 De lngan delmikian dapat dipahami bahwa fikih lingkungan 

melrupakan se lpe lrangkat aturan telntang pe lrilaku elkollolgis masyarakat muslim 

yang diteltapkan ollelh yang be lrkolmpelte ln belrdasarkan telks syar’i de lngan 

ajuan untuk melncapai kelmaslahatan belrsama dan mellelstarikan lingkungan, 

bukan lingkungan itu selndiri. 

Pelrtama, yang dimaksud de lngan kalimat selpelrangkat aturan pelrilaku 

e lkollolgis masyarakat muslim adalah keltelntuan pelringkat hukum pelrilaku 

yang diklasifikasikan dalam pelrilaku wajib, sunah, mubah, makruh, dan 

haram yang difolrmulasikan pelmaknaannya. Keldua, maksud dari kalimat 

yang diteltapkan ollelh yang be lrkolmpe lteln adalah yang belrwe lnang 

melne ltapkan fikih lingkungan hanyalah olrang yang melmelnuhi pelrsyaratan 

se lbagai pelrumus fikih lingkungan, mujtahid lingkungan. Adapun 

pe lrsyaratan yang harus dipelnuhi antara lain ada elmpat hal yaitu melmiliki 

ke lmampuan melmahami ayat-ayat dan hadis-hadis lingkungan, melmiliki 

ke lmampuan meltoldollolgis pelne ltapan hukum islam, melmiliki pelnge ltahuan 

melmadai telntang pelrsolalan lingkungan dan melmiliki kelmampuan kelrja. 

 
53 Jamaluddin, “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah 

dalam Membangun Budaya Bersih”, Vol. 29, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 331. 
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Ke ltiga, yang dimaksud delngan kalimat belrdasarkan telks syar’i adalah 

ke lteltapan fikih lingkungan harus didasarkan pada dalil-dalil al-Qur’an, 

hadis dan ijtihad selcara simultan se lsuai de lngan pelluangnya masing-

masing.54  

2. Prinsip Dasar Fikih Lingkungan 

Prinsip dasar fikih lingkungan dapat dapat dikatelgolrikan dalam dua 

ke lcelnde lrungan yaitu hukum yang melngacu pada prinsip dasar pelnggunaan 

lingkungan dan hukum yang melngacu pada asas pelrlindungan lingkungan. 

Hukum lingkungan tradisiolnal pada umumnya melngacu pada prinsip dasar 

pe lnggunaan lingkungan, misalnya pelraturan-pelraturan hukum yang 

be lrhubungan delngan air, kelhutanan, pelrikanan dan lainnya. jika dicelrmati 

se lcara selksama, selmangat yang melnjiwai pelraturan yang melngatur telntang 

pe lrlindungan lingkungan milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

se lwa tanah dan seltelrusnya. Maka tampak jellas bahwa titik selntral pelrhatian 

pe lraturan selcara hukum adalah kelgunaan dan pelnggunaan tanah. 

Se lbaliknya, hukum lingkungan molde lrn be lrolrielntasi pada prinsip dasar 

pe lrlindungan lingkungan. Misalnya, pelraturan pelrundang-undangan yang 

telrtuang dalam Undang-Undang Nolmolr 5 Tahun 1990 te lntang Pe lrlindungan 

Lingkungan dan Ke lane lkaragaman Hayati. Tampaknya hukum lingkungan 

yang melncapai pada asas pelrlindungan lingkungan lelbih e lkollolgis dan cukup 

prolspe lktif.55 

 
54 Agus Hermanto, Fikih Ekologi (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm.7-8. 
55 Agus Hermanto, Fikih Ekologi …, hlm. 14. 
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Fikih lingkungan dirumuskan belrdasarkan pada prinsip pelrlindungan 

telrhadap lingkungan bukan pada asas pelnggunaan lingkungan. Dalam 

pe lngelrtian rumusan kelte ltapan hukum islam telntang pelrilaku pelngollahan 

lingkungan belrtitik tollak dari kelinginan luhur untuk melmbe lrikan pansuan 

yuridis spiritual islam bagi masyarakat muslim dalam pelngellollaan 

lingkungan selkaligus mellindunginya. Pelne ltapan asas pelrlindungan 

lingkungan dalam pelrumusan fikih lingkungan dirumuskan dalam kolnse lp 

asas ke lmaslahatan lingkungan (maṣlaḥat al-bī’ah), artinya panduan yuridis 

spiritual islam, fikih lingkungan didasarkan pada prinsip kelrja guna 

melncapai kelmaslahatan manusia selkaligus kelmaslahatan lingkungan selcara 

simultan.  

Asas ke lmaslahatan lingkungan melnjiwaragai pelrumusan fikih 

lingkungan. Kolnse lp asas ke lmaslahatan lingkungan (maṣlaḥat al-bī’ah) 

melrupakan pe lngelmbangan diri kolnse lp ke lmaslahatan hukum Islam yang 

diracik selmpurnakan olle lh Imam al-Syatibi (w.790 H). Melnurut al-Syatibi, 

Allah SWT melne ltapkan hukum islam delmi kelmaslahatan didunia dan di 

akhirat. Ollelh karelna itu, manusia dalam mellaksanakan hukum islam juga 

harus me lngacu telrwujudnya ke lmaslahatan dunia akhirat bagi manusia 

se lndiri. Telrwujudnya ke lmaslahatan primelr manusia belrakar pada 

pe lrlindungan telrhadap lima hal yang mellindungi agama, jiwa, akal, nasab 

dan harta.56 

 
56 Mujiyono Abdillah, Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan 

Lingkungan (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 

2005), hlm. 58-59. 
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Tujuan fikih lingkungan adalah melnyeldiakan pelrangkat lunak belrupa 

panduan pelrilaku yang belrjiwa relligiolus islam dalam mellelstarikan 

lingkungan. Seldangkan misi fikih lingkungan adalah melnjadi pelre lkayasa 

solsial masayarakat islam yang melmiliki kelarifan lingkungan melmadai, 

se lkaligus melnjadi pelngawas kelsadaran elkollolgi masyarakat islam. Fikih 

lingkungan melnyadarkan manusia yang belriman supaya melnginsafi bahwa 

masalah lingkungan hidup tidak dilelpaskan daelri tanggungjawab manusia 

yang be lriman dan melrupakan amanat dari Allah SWT untuk melmellihara   

dan mellindungi alam dari selgala macam kelrusakan dan pelngrusakan yang 

be lrakibat melngancam hidupnya selndiri.57 

Ali Yafiel, me lncolba melnje llaskan prinsip-prinsip dasar pelmelliharaan 

lingkungan hidup dalam pelrspe lktif fiqh yaitu: 

a. Pe lmelliharaan jiwa-raga (ḥifẓ al-nafs) dan kelholrmatan 

Ke lhidupan dalam pandangan fikih adalah selsuatu yang sangat 

mulia dan belrharga. Pe lnge lrtian dasar pelmahaman kelhidupan macam ini 

telrce lrmin dalam ajaran islam yang melmpe lrkelnalkan suatu prinsip-prinsip 

dasar umum yang diselbut al-kulliyat al-khamsah. Lima prinsip dasar 

ke lhidupan yang melnjadi landasan kelmaslahatan bagi manusia itu 

diantaranya adalah melnyangkut pangkal dan pelnyelbab kelhidupan 

manusia itu se lndiri, yaitu pelrlindungan jiwa, raga dan kelholrmatan 

manusia atau ḥifẓ al-nafs. Belrmula dari al-nafs, (diri manusia). Istilah 

 
57 Muhammad Ghufran, “Fikih Lingkungan”, Jurnal Al-Ulum, Vol. 10, No. 1, Juni 2010 

hlm. 171. 
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diri (al-nafs) dalam kajian fiqh adalah satu pakelt dari tiga usur yang 

melle lkat pada diri manusia, yaitu jiwanya, raganya dan kelholrmatannya.  

Pe lrlindungan hukum untuk melnjamin jiwa, raga dan kelholrmatan 

manusia tellah dibelrikan selcara dini seljak manusia belrada dalam rahim 

ibu, pada fasel awal kelhidupan manusia dimulai. Kelhidupan yang belgitu 

be lrharga melrupakan moldal dasar bagi manusia untuk melmelnuhi 

fungsinya dan melne lntukan nilai dan martabatnya. Ollelh karelna itu, ajaran 

islam melmbe lri banyak pelringatan kelpada manusia agar melnggunakan 

moldal dasar itu selcelrmat dan selmaksimal mungkin.58 

b. Ke lhidupan dunia bukan tujuan  

Digambarkan dalam al-Qur’an bahwa yang dianggap kelhidupan 

se lsungguhnya adalah pelrmainan, selnda gurau, kelmelgahan, pelrlolmbaan 

melmpe lrkaya diri selndiri dan melmpe lrbanyak kelturunan. Pada dasarnya 

hal telrse lbut bukanlah selsuatu yang te lrlarang bagi manusia karelna se lmua 

itu adalah bagian dari nikmat karunia yang dibelrikan Yang Maha 

Pe lncipta. Makna kelhidupan dunia sangat pelnting, kelhidupan didunia 

melrupakan sarana (wasīlah) dalam belrprelstasi guna me lnggapai ridha 

Allah SWT hingga melnuju kelhidupan akhirat yang kelkal.  

c. Prolduksi dan kolnsumsi harus se lsuai delngan standar kelbutuhan layak 

manusia (hadd al-kifāyah) 

Ajaran tasawuf melmpelrke lnalkan suatu tingkat mujahadah 

(pe ljuangan) yang diselbut zuhd. Imam Ibn Qudamah melnjellaskan bahwa 

 
58 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 

163-166. 
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zuhd adalah suatu folrmulasi melngelnai sikap melmalingkan 

ke linginan/kelsukaan akan selsuatu kelpada yang lain yang lelbih baik. Zuhd 

se lsungguhnya adalah belrpaling melninggalkan kelse lnangan dunia, dalam 

arti tidak melnjadikannya se lbagai tujuan hidup. baru bisa diselbut 

be lrtelntangan delngan zuhd jika hal itu mellampaui takaran kelbutuhan 

(hadd al-kifāyah), mellampaui takaran disini belrarti melngambil lelbih dari 

yang se lmelstinya. Jika hal ini telrjadi, yakni elksplolitasi sumbelr daya 

be lrlelbihan belrarti mellambangkan kelcintaan yang belrlelbihan telrhadap 

ke lhidupan dunia, keltamakan, kelrakusan, kelse lrakahan dan itulah yang 

akan melndatangkan belncana di muka bumi ini yang melngakibatkan 

rusaknya kelse limbangan elkolsistelm.59 

d. Ke lse llarasan dan kelse limbangan alam (elkolsiste lm) mutlak ditelgakkan. 

Me lngganggu dan melrusak e lkolsiste lm sama delngan me lnghancurkan 

ke lhidupan selluruhnya 

Ke lhidupan alam dalam pandangan islam belrjalan di atas prinsip 

ke lse llarasan dan kelse limbangan. Prinsip ke ltelraturan yang se lrasi dan 

pe lrhitungan yang telpat se lharusnya me lnjadi pelgangan atau landasan 

be lrpijak bagi manusia dalam melnjalani kelhidupannya dimuka bumi ini. 

De lngan delmikian, selge lnap tindakan manusia harus didasarkan atas 

pe lrhitungan celrmat yang dapat melndukung prinsip ke lte lraturan dan 

ke lse limbangan telrse lbut. Prinsip ini akan melngantarkan pelnciptaan alam 

ke lpada tujuan yag dikelhe lndaki sang Pelncipta. 

 
59 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup …, hlm. 167-173. 
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De lngan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya belrpikir dan 

be lrtindak untuk kelpe lntingan dirinya selndiri, ke llolmpolknya, bangsanya 

atau eltnisnya saja, teltapi diajak untuk melmikirkan dan belrtindak untuk 

ke lmaslahatan selmua pihak, selluruh manusia yang belrpijak di muka bumi 

ini, yakni masyarakat dunia. Manusia tidak bollelh be lrlaku selwe lnang-

we lnang, be lrsikap angkuh dan be lrcita-cita untuk melnguasai atau 

melnaklukkan alam selmelsta untuk kelpe lntingan selndiri.60 

e. Se lmua makhluk adalah mulia (muhtāram) 

Dalam fiqh telrdapat keltelntuan dasar bahwa selmua makhluk 

melmpunyai status hukum muhtāram, bukan dalam arti telrholrmat, teltapi 

harus dilindungi elksiste lnsinya (kelpribadiannya). Jika makhluk hidup, 

maka siapapun telrlarang melmbunuhnya. Jika makhluk tak belrnyawa, 

maka siapapun telrlarang melrusak ke lbinasaannya. Delngan kata lain, 

se lmua makhluk harus dilindungi hak kelpribadiannya (hak hidupnya). 

tidak selolrang pun belrhak melmbunuh se lwe lnang-welnang, melnyakiti dan 

melnyiksa binatang/helwan. Manusia bollelh me lmpelrollelh manfaat dan 

melnikmati binatang/helwan te lrse lbut teltapi harus de lngan cara yang baik 

dan melmuliakan kelpribadian binatang/helwan telrse lbut. Siapa pun 

dilarang melnge lkspolitasi kelmanfaatan binatang/helwan jika belrakibat 

pada kelpunahan, kelmatian dan telrganggunya sistelm kelhidupannya. 

 

 
60 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup …, hlm. 174-180. 
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f. Manusia adalah pellaku pelnge llollaan alam selmelsta yang melnelntukan 

ke llelstarian kelhidupan 

Dalam al-Qur’an diselbutkan bahwa manusia dibelri kelutamaan dari 

mkahluk-makhluk lainnya. Martabat manusia belrbelda delngan status 

makhluk-makhluk lain yang diselbut muhtarām. Status manusia yang 

de lmikian ini dalam ilmu fiqh diselbut ma’ṣhum. Artinya, bukan saja hak 

ke lpribadiannya yang harus dilindungi, teltapi juga kellima kelmaslahatan 

dasar lainnya belrada dalam satu pelrlindungan hukum. Manusia 

melrupakan pellaku pe lngellollaan alam selmelsta yang akan diminta 

pe lrtanggungjawabannya atas selgala tindakannya baik di dunia maupun di 

akhirat. Manusia melmpunyai martabat yang sangat mulia diselrtai delngan 

jaminan-jaminan hukum yang belrtimbang delngan pelnugasannya. 

Se lmuanya itu ditunjukkan untuk melningkatkan dan melnye lmpurnakan 

diri dan nilai hidup manusia.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
61 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup …, hlm. 181-189.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Me ltoldel pe lne llitian melrupakan meltolde l ilmiah untuk melmpe lrollelh infolrmasi 

de lngan cara telrtelntu untuk melncapai tujuan telrte lntu. Melnurut meltolde l ilmiah, 

karya pelne llitian didasarkan pada aspelk ke lilmuan yang lolgis, olbje lktif dan 

siste lmatis. Kami melmbutuhkan melkanismel untuk melmbe lri pelnelliti infolrmasi 

yang belnar untuk melndapatkan infolrmasi yang valid.62 Adapun me ltolde l yang 

digunakan selbagai belrikut:  

A. Jenis Penelitian 

Pada pe lnellitian ini melnggunakan meltolde l pe lne llitian kualitatif, delngan 

melnggunakan jelnis pe lne llitian lapangan atau fielld re lse larch, yaitu pelne llitian 

yang dilakukan dilapangan atau lolkasi yang akan melnjadi olbjelk pelne llitian 

guna melngumpulkan data intelnsif, je llas dan melndalam. Lapolrannya be lrisi 

pe lngamatan belrbagai keljadian. Pe lnulis telrlibat se lcara partisipan dalam 

olbse lrvasinya. Ia belrada dan hadir didalam keljadian telrse lbut. ini yang diselbut 

pe lngamatan langsung disini. Keljadian yang melmiliki nilai spelsial melmpunyai 

ke lkhususan telrte lntu.63 

Pe lne llitian ini dilakukan delngan melnggunakan pelndelkatan yuridis 

e lmpiris. Pelnde lkatan yuridis elmpiris bila diuraikan maka yang dimaksud 

de lngan pelne llitian yuridis, yaitu tinjauan belrdasarkan hukum dan pelraturan 

pe lrundangan yang belrlaku, seldangkan pelnellitian elmpiris yaitu melnganalisis 

 
62 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2019), hlm. 2. 
63 Septiawan Samtana, Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2007), hlm. 28. 
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hukum bukan selmata-mata selbagai suatu pelrangkat aturan pelrundang-

undangan yang belrsifat nolrmatif bellaka, akan teltapi hukum dilihat selbagai 

pe lrilaku masyarakat yang melngge ljala dan melmpolla dalam kelhidupan 

masyarakat. Pe lndelkatan yuridis elmpiris yaitu suatu pelnellitian yang dilakukan 

telrhadap keladaan selbe lnarnya atau keladaan nyata yang tellah telrjadi di 

masyarakat delngan maksud melnge ltahui dan melne lmukan fakta-fakta yang 

dibutuhkan.64 Pe lne llitian ini belrtujuan untuk melnggambarkan selrta 

melnguraikan se lcara rinci melnge lnai pelrmasalahan yang ditelliti, yaitu belrkaitan 

de lngan praktik Implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang 

Pe lrlindungan dan Pelngellollaan Lingkungan Hidup di Kabupateln telgal 

Pe lrspe lktif Fikih Lingkungan, dimana hasil dari pelnulisannya belrupa 

pe lrnyataan yang selsuai delngan ke ladaan yang selbe lnarnya.  

B. Lokasi Penelitian 

Lolkasi pe lne llitian melrupakan telmpat yang belrkaitan delngan sasaran atau 

pe lrmasalahan pelnellitian dan melrupakan salah satu sumbelr data yang dapat 

dimanfaatkan ollelh pe lnelliti.65 Adapun lolkasi pelne llitian yaitu, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupateln Telgal yang belralamat di Jl. Prolf. Molh. Yamin, 

Kudailel, Ke lc. Slawi, Kabupateln Te lgal, Jawa Telngah 52413. Seldangkan waktu 

pe lnellitian dari 7 Marelt 2023 sampai 7 Juni 2023.  

Alasan dilakukannya pelne llitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupateln 

Telgal karelna Dinas Lingkungan Hidup melrupakan kellelmbagaan daelrah yang 

 
64 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

hlm. 15. 
65 Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Sebelas Maret Univesity Press, 

2002), hlm. 52. 
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melnangani urusan lingkungan hidup, yang dipimpin ollelh Ke lpala Dinas yang 

be lrkeldudukan di bawah dan belrtanggung jawab kelpada Bupati mellalui 

Se lkre ltaris Daelrah dan melmpunyai tugas melmbantu Bupati dalam 

mellaksanakan urusan pelmelrintahan yang melnjadi kelwe lnangan daelrah dan 

tugas pelmbantuan yang dibelrikan kelpada daelrah di bidang solsial. Alasan 

pe lmilihan lolkasi pe lnellitian di Kabupateln Telgal dikarelnakan pelncelmaran 

limbah yang sudah telrjadi se ljak lama yang melmbuat pelnulis te lrtarik delngan 

lolkasi pelne llitian ini. 

C. Subjek Penelitian 

Subje lk pelne llitian adalah selsuatu hal yang belrkaitan delngan sumbe lr data 

pe lnellitian dipelrollelh. Subje lk pe lne llitian yaitu selsuatu yang mellelkat dalam 

dirinya suatu masalah yang biasa ditelliti selrta melnjadi wadah dipelrolle lhnya 

data dalam pelne llitian.66 Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Kepala 

Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Taroyo, 

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yaitu 

Bapak Khaerudin, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan 

Berbahaya Beracun (PSLB3) Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Eko 

Supriyanto, Kepala Desa Pesarean yaitu Bapak Sujono, Pemilik Industri 

Logam diantaranya Bapak Kamali, Bapak Saepudin, Bapak Fachruri, Ibu Hj. 

Dimyati, Bapak Tarohi dan Masyarakat Terdampak Limbah B3 diantaranya M. 

Mustakin, Bapak Suparman, Bapak Fatihin, Nur Jannah dan Ibu Nuranah. 

 

 
66 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61. 
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D. Objek Penelitian 

Olbje lk pelne llitian melrupakan masalah yang diangkat atau pelrmasalahan 

yang he lndak ditelliti ollelh pe lnelliti. Dapat diartikan juga bahwa olbjelk pe lne llitian 

adalah tolpik pe lrmasalahan yang dikaji dalam pelne llitian.67 Dalam pelne llitian ini, 

olbjelk pe lnellitian belrupa implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 

telntang Pe lrlindungan dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup di Kabupateln Telgal. 

E. Sumber Data 

Sumbe lr data melrupakan subjelk dari data yang dipelrollelh. Pada pe lnellitian 

ini pelnulis melnggunakan dua sumbelr data, yaitu: 

1. Sumbe lr Data Primelr 

Sumbe lr data primelr adalah sumbe lr utama yang dapat melmbelrikan 

infolrmasi langsung kelpada pelne lliti telntang data pelntig yang dipelrlukan 

untuk pelne llitian. Sumbelr data primelr dapat belrupa buku, dolkumeln, 

olbse lrvasi, atau hasil wawancara langsung delngan narasumbelr utama.68 

Adapun sumbe lr datanya yaitu Pelraturan Daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 

Tahun 2020 telntang Pe lrlindungan dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup dan 

wawancara delngan belbe lrapa relspolnde ln.  

2. Sumbe lr Data Selkunde lr 

Sumbe lr data selkunde lr adalah data yang dipelrolle lh tidak selcara 

langsung dari sumbelr primelrya, mellainkan data yang direlkam dalam belntuk 

 
67 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 15. 
68 Agus Sunaryo dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 

(Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm.10. 
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bahan hukum.69 Sumbelr data selkunde lr dalam pelne llitian ini adalah 

ke lpustakaan dan bahan-bahan yang dipelrollelh mellalui intelrne lt, selpe lrti 

jurnal, pelrundang-undangan, artikell dan buku-buku yang belrkaitan delngan 

pe lngellollaan lingkungan hidup. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Me ltoldel pe lngumpulan data digunakan untuk melmpe lrollelh data selcara 

be lnar delngan telknik yang akurat. Selhingga hasil pelnellitian dapat 

dipelrtanggungjawabkan selcara ilmiah. Diantara meltolde l pelngumpulan data 

yang digunakan pelnulis, yaitu olbse lrvasi, wawancara dan dolkumelntasi. 

1. Olbse lrvasi  

Olbse lrvasi yaitu pelngumpulan data mellalui olbse lrvasi telrhadap olbjelk 

pe lngamatan delngan langsung, melrasakan se lrta belrada dalam aktivitas 

ke lhidupan olbjelk pelngamatan. Delngan delmikian, pelngamat beltul-beltul 

melnye llami olbjelk pe lngamat, bahkan melngambil bagian dalam kelhidupan 

budaya melrelka.70 Adapun dalam pelnellitian ini prolse lsnya melninjau langsung 

ke l lolkasi pelne llitian, yaitu kolmplelk pe lde lsaan di Ke lcamatan Adiwelrna 

Kabupateln Telgal. Olbse lrvasi dilakukan guna melmpe lrmudah pelnulis dalam 

melndapatkan infolrmasi yang belrkaitan delngan Pe lraturan Daelrah Nolmolr 14 

Tahun 2020. 

 

 

 
69 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 192. 
70 Burhan Bungin, Analisis data penelitian kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 108. 
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2. Wawancara 

Telknik ini digunakan untuk melngidelntifikasi dan melndalami harapan, 

olpini, relalitas dan argumeln pihak yang ditelliti (relspolnde ln, infolrman ataupun 

subye lk pe lne llitian) dalam kaitannya delngan pe lrilaku dan relalitas 

telma/masalah pelnellitian.71 Tujuan wawancara ini adalah untuk melndapatkan 

infolrmasi dari relspolnde ln. Telknik wawancara yang digunakan pelnelliti 

adalah delngan melnggunakan peldolman wawancara yang disiapkan ollelh 

pe lnelliti, untuk disampaikan kelpada relspolnde ln dalam belntuk pelrtanyaan-

pe lrtanyaan yang belrkaitan delngan pe lrmasalahan yang ditelliti. Me ltolde l untuk 

melngide lntifikasi relspolnde ln yang akan diwawancarai yaitu delngan 

melnggunakan purpolsivel sampling. Purpolsive l sampling adalah telknik 

pe lngambilan sampell delngan pe lrtimbangan telrtelntu, dimana pelnelliti 

melne lntukan pelngambilan sampell delngan cara melneltapkan ciri-ciri khusus 

yang se lsuai delngan tujuan pelne llitian.72  

Dalam pelne llitian ini pelnulis akan melwawancarai Dinas Lingkungan 

Hidup, Ke lpala Delsa, Pe lmilik usaha lolgam dan masyarakat. Pelrtama, data 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupateln Telgal dipelrlukan karelna Dinas 

lingkungan Hidup melrupakan kellelmbagaan di daelrah yang melngelolla dan 

melnangani urusan lingkungan hidup. Keldua, data dari Kelpala Delsa 

dipelrlukan karelna kelpala delsa me lmelgang pelranan pelnting dalam melngatur 

masyarakat dan juga melngeltahui apa pelrmasalahan yang telrjadi di delsa 

 

71 Agus Sunaryo dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto…, 

hlm. 12. 
72 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), hlm. 65. 
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telrse lbut. Ke ltiga, data dari pe lmilik usaha lolgam dipelrlukan karelna me lmiliki 

pe lranan yang sangat pelnting dimana sellain melnghasilkan prolduk 

be lrmanfaat, pellaku usaha lolgam juga melnghasilkan limbah di selkitar 

pe lmukiman warga. Dalam wawancara telrdapat belbelrapa relspolnde ln 

pe lngusaha lolgam tidak mau melngungkap nama usahanya, selhingga pelnulis 

melnulis holme l industri. Ke le lmpat, data dari masyarakat telrdampak 

dipelrlukan selbagai lingkungan pelrtama dan utama dimana masyarakat 

be lrintelraksi langsung delngan pe lnge llolla usaha lolgam dan masyarakat juga 

ikut telrdampak limbah dari pelle lburan lolgam.  

Se llanjutnya pelnelliti akan melnguraikan keldalam belntuk tabell, selbagai 

be lrikut: 

Tabel 2.1 

Daftar Responden Penelitian 

No. Nama Jabatan  

1. Tarolyol Se lksi Bidang Pelnataan Lingkungan  

2. Khae lrudin Ke lpala Bidang Pelnge lndalian dan 

Pe lngawasan 

3. E lkol Supriyantol Kabid Pe lngellollaan Sampah dan Limbah 

B3 (PSLB3) 

4. Sujolnol Ke lpala Delsa Pe lsare lan  

5. Kamali Pe llaku usaha lolgam (UD. Sabar 

Makmur) 

6. Sae lpudin Pe llaku Usaha lolgam (Karya Saelpudin) 

7. Fachruri Pe llaku usaha lolgam (holme l industry) 

8. H. Dimyati Pe llaku usaha lolgam (holme l industry) 

9. Tarolhi Pe llaku usaha lolgam (holme l industry) 

10. M. Mustakin Masyarakat telrdampak  
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11. Suparman Masyarakat telrdampak 

12. Fatihin Masyarakat telrdampak 

13. Nurjanah Masyarakat telrdampak 

14. Nuranah Masyarakat telrdampak 

3. Dolkume lntasi  

Dolkume lntasi adalah telknik pelngumpulan data dimana meltolde l 

pe lngambilannya mellalui catatan-catatan yang ada tanpa pelngollahan. Dalam 

pe lnellitian ini, pelne lliti juga melnggunakan meltolde l dolkume lntasi dan 

ke lpustakaan untuk melmpelrkuat kelbe lnaran data yang akan dianalisis. 

Me ltoldel dolkume lntasi adalah meltolde l atau telknik pe lngumpulan data dari 

dolkumeln re lsmi intelrnal belrupa catatan manuskrip, buku, surat kabar, 

majalah, noltuleln rapat dan selbagainya.73 Dalam pelne llitian, dolkume lntasi 

melrupakan pe llelngkap dan pe lndukung data dari hasil olbse lrvasi se lrta 

wawancara telrkait delngan pelraturan daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 

Tahun 2020 telntang pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup. 

G. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah upaya sistelmatik untuk melmpe llajari polkolk 

pe lrsolalan pelnellitian delngan melnguraikan kolmpolneln infolrmasi yang tellah 

dikumpulkan kel dalam bagian atau unit analisis.74 Analisis data dalam 

pe lnellitian ini upaya yang dilakukan delngan jalan belke lrja delngan data, 

pe lngolrganisasian data, pelngellmpolkan data melnjadi unit-unit yang dapat 

dikellolla, melnsintelsiskan, melncari dan melne lmukan polla, melnelntukan apa yang 

 
73 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 239. 
74 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2014), hlm. 70. 
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pe lnting dan apa yang tellah dipellajari, apa upaya yang dilakukan untuk 

melne lntukan apa yang harus dilakukan dan dapat dicelritakan kelpada olrang 

lain.75  

Metode analisis yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah delngan 

melnggunakan meltolde l delduktif, yaitu melnganalisis hal-hal yang belrsifat umum 

telrhadap suatu kasus yang belrsifat khusus. Analisis data dalam pelne llitian 

kualitatif dilakukan pada saat pelngumpulan data belrlangsung dan se ltellah 

se llelsai pe lngumpulan data dalam pelriolde l telrtelntu. Pada skripsi ini 

melnggunakan molde ll Milels and Hubelrman, yang dalam prolse lsnya telrdapat tiga 

tahapan selbagai belrikut:76 

1. Re lduksi Data 

Tahapan awal dalam analisis data yaitu relduksi data yang melrupakan 

prolse ls me lringkas data-data yang akan direlduksi dipiih selmua infolrmasi apa 

saja yang melnunjang data pelne llitian dan ditulis sellama prolse ls pelncarian 

data di lapangan, dimana belrtujuan untuk melmbuat folkus se lhingga dapat 

dipahami delngan baik dan melmpelrolle lh data yang valid. Maka dalam 

re lduksi data melnge lnai pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup, 

pe lnelliti mellakukan prolse ls pelmilihan data dan melmfolkuskan pada hasil 

wawancara telrkait delngan Pe lraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020. 

 

 

 
75 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Al Hadharah, Banjarmasin: UIN 

Antasari Banjarmasin, Bol. 1, No. 33, 2018, hlm. 84. 
76 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 174-

177. 
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2. Pe lnyajian Data 

Tahapan sellanjutnya selte llah relduksi data yaitu pelnyajian data. 

Pe lnyajian data melrupakan gabungan infolrmasi yang dipakai untuk melnarik 

simpulan dan melne ltapkan tindakan. Dimana dalam sajian data pelne llitian 

kualitatif biasanya disampaikan dalam belntuk narasi untuk mudah dipahami 

se lrta melmbantu pelnulis dalam prolse ls analisis. Pelnyajian data yang nantinya 

dilakukan olle lh pelnelliti belrupa pelnulisan selluruh data delngan tujuan untuk 

melmpe lrmudah dalam melmahami isi data, delngan hasil wawancara yang 

tellah dilakukan pelne lliti ditulis dalam belntuk narasi guna melmpe lrmudah 

pe lnggabungan data lapangan delngan data Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 

Tahun 2020. 

3. Pe lnarikan Simpulan 

Me lnurut Milels dan Hubelrman langkah telrakhir dalam analisis data 

kualitatif yaitu pelnarikan kelsimpulan dan velrifikasi. Ke lsimpulan awal yang 

digunakan masih belrsifat selmelntara dan akan belrubah bila tidak ditelmukan 

bukti-bukti kuat yang melndukung pada tahap pelngumpulan data belrikutnya. 

Teltapi apabila kelsimpulan yang dikelmukakan pada tahap awal didukung 

ollelh bukti-bukti yang valid dan kolnsiste ln saat pelne lliti kelmbali kel lapangan 

melngumpulkan data, maka kelsimpulan yang dikelmukakan melrupakan 

ke lsimpulan yang kreldibell.77 Dalam hal ini pelnulis akan mellakukan 

pe lnelntuan data baik data primelr maupun se lkundelr yang tellah didapatkan 

dan kelmudian melrumuskan dalam belntuk kelsimpulan.   

 
77 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), hlm. 252. 
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 

TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF FIKIH 

LINGKUNGAN  

A. Gambaran Umum Kabupaten Tegal  

 

Gambar 1. Pelta Kabupateln Telgal 

Kabupateln Telgal melrupakan salah satu kabupateln yang belrada di 

Prolvinsi Jawa Telngah. Me lnurut data dari Kantolr Se lnsus dan Statistik 

Kabupateln Dae lrah Tingkat II Telgal pada tahun 1979 luas wilayah Kabupateln 

Telgal adalah 870,86 km². Kabupateln Telgal telrleltak antara 108"80 - 107" BT 

dan 7"00 - 7" 12 LS. Pada tahun 1979 Kabupateln Te lgal telrdiri dari 18 

ke lcamatan yaitu kelcamatan Sumur, Panggang, Margasari, Bumijawa, Boljolng, 

Balapulang, Pagelrbarang, Le lbaksiu, Jatinelgara, Ke ldungbantelng, Pangkah, 
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Slawi, Adiwelrna, Talang, Dukuhturi, Tarub, Kramat, Suradadi dan Warurelja. 

Batas-batas wilayah Kabupateln Telgal yaitu: 

1. Se lbe llah Utara : Laut Jawa dan Koltamadya Telgal  

2. Se lbe llah Timur : Kabupateln Pe lmalang 

3. Se lbe llah Sellatan : Kabupateln Banyumas dan Kabupateln Bre lbels 

4. Se lbe llah Barat : Kabupateln Brelbe ls 

Se ljak belrdiri, pusat pelmelrintahan Kabupateln Telgal belrada di telgal. 

Namun seljak ditelrbitkannya pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 2 Tahun 1984 

telntang pe lmindahan Ibu Kolta kabupateln Dae lrah Tingkat II Telgal dari wilayah 

Koltamadya Daelrah Tingkat II Telgal kel Kolta Slawi di wilayah Kabupateln 

Dae lrah Tingkat II Telgal, pelmelrintah Kabupateln Dae lrah Tingkat II Telgal 

dipindahkan dari wlayah Kolta Telgal kel Ke lcamatan Slawi. Mulai akhir tahun 

1989 Ke lcamatan Slawi dikelmbangkan melnjadi Ibu Kolta Kabupateln Telgal. 

Pada tahun 1986 telrjadi pelrubahan batas wilayah Kolta Daelrah Tingkat II 

Telgal dan Kabupateln Dae lrah Tingkat II Telgal. Pe lrubahan wilayah ini diatur 

dalam Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 7 Tahun 1986 Telntang Pe lrubahan Batas 

Wilayah Koltamadya Daelrah Tingkat II Telgal diubah dan dipelrluas de lngan 

melmasukan se lbagian wilayah dari Kabupateln Saelrah Tingkat II Telgal ke l 

dalam wilayah Koltamadya Daelrah Tingkat II Telgal. Wilayah dari Kabupateln 

Dae lrah Tingkat II Te lgal yang masuk kel dalam wilayah Koltamadya Daelrah 

Tingkat II Telgal adalah se lluruh delsa di Ke lcamatan Sumur Panggang dan 

se lbagian wilayah dari kelcamatan Dukuhturi. Seljak pelrubahan wilayah telrse lbut 

Kabupateln Telgal masih teltap telrdiri dari 18 kelcamatan yaitu: Kelcamatan 
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Margasari, Bumijawa, Boljolng, Balapulang, pagelrbarang, Le lbaksiu, Jatinelgara, 

Ke ldungbantelng, Pangkah, Slawi, Dukuhwaru, Adiwe lrna, Talang, Dukuhturi, 

Tarub, Kramat, Suradadi dan Warurelja. Kelcamatan baru yang telrbe lntk se ltellah 

adanya pelmbagian wilayah Koltamadya Daelrah Tingkat II dan Kabupateln 

Dae lrah Tingkat II adalah Kelcamatan Dukuhwaru. Wilayah Kelcamatan 

Dukuhwaru me lrupakan selbagian wilayah Kelcamatan Slawi bagian barat. 

Pe lmbagian wilayah Koltamadya Daelrah Tingkat II Telgal dan Kabupateln 

Dae lrah Tingkat II pada tahun 1986 juga melnye lbabkan luas wilayh di 

Kabupateln Te lgal belrubah. Ibu kolta Kabupate ln Telgal be lrada di Slawi. 

Kabupateln Telgal telrle ltak pada 108˚57'6"- 109˚21'30" BT dan 6˚02'41"-

7˚15'30" LS. Wilyahnya belrada di pantaiutaa Jawa delngan panjang garis pantai 

30 km. Se lcara tolpolgrafis kabupateln Telgal dibagi dalam 3 (tiga) katelgolri: 

1. Dae lrah pantai : Melliputi Kelcamatan Kramat, Suradadi dan Wrurelja. 

2. Dae lrah dataran relndah : Me lliputi Kelcamatan Adiwelrna, Dukuhturi, 

Talang, Tarub, Pagelrbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lelbaksiu, se lbagian 

wilayah Suroldadi, Warurelja, Keldungbantelng dan Pangkah. 

3.  Dae lrah dataran tinggi : Melliputi Kelcamatan Jatinelgara, Margasari, 

Balapulang, Bumijawa, Boljolng dan selbagian Pangkah, Keldungbantelng. 

Jarak antara kelcamatan delngan Ibu Kolta Kabupateln Telgal, Kelcamatan 

Warurelja adalah yang paling jauh delngan Ke lcamatan Slawi yaitu 42 km, 

se ldangkan yang paling delkat adalah Kelcamatan Pangkah yaitu 4 km. 
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B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal  

Dalam Undang-Undang Nolmolr 32 Tahun 2009 te lntang Pe lrlindungan dan 

Pe lnge llollaan Lingkungan Hidup dijellaskan Pasal 1 ayat (1) yaitu lingkungan 

hidup melrupakan ke lsatuan ruang delngan se lmua belnda, daya, keladaan dan 

makhluk hidup telrmasuk manusia dan pelrilakunya yang melmpelngaruhi alam 

itu selndiri, kellangsungan pelrikelhidupan dan kelse ljahtelraan manusia selrta 

makhluk hidup lain. Lingkungan melmilki pelngaruh yang belsar te lrhadap 

manusia belgitu pula selbaliknya manusia juga dipelngaruhi olle lh lingkungan. 

Se liring belrjalannya waktu, telrjadi pelrubahan pada sifat lingkungan baik 

se lcara alami maupun di selbabkan ollelh aktivitas kelhidupan.  

Adapun pelrmasalahan lingkungan yang mana dampak dari masalah 

lingkungan tidak hanya belrkaitan pada satu aspelk bidang saja, mellai saling 

telrkait selsuai de lngan sifat lingkungan yang saling melmpelngaruhi. Faktolr 

yang melnjadi pelrmasalahan lingkungan yaitu belsarnya polpulasi manusia atau 

laju pelrtumbuhan pelnduduk. Pe lrtumbuhan yang sangat pe lsat akan 

melnimbulkan kelrusakan pada lingkungan yang mana melnjadi tantangan 

untuk diatasi delngan pelmbangunan maupun industrilisasi. Pelmbangunan dan 

pe lrindustrian sellain belrdampak pada pelre lkolnolmian dan kelse ljahtelraan 

masyarakat juga dapat melnimbulkan masalah lingkungan. Pelrmasalahan 

lingkungan hidup telrdapat dalam dua belntuk yakni pe lncelmaran lingkungan 

dan kelrusakan lingkungan.  
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Be lrbagai kasus pelncelmaran lingkungan yang hampir muncul seltiap 

daelrah, olle lh karelna itu pelrlu dilakukan upaya untuk melngatasi pelrmasalahan 

lingkungan yang diselbabkan olle lh pelnce lmaran limbah akibat pelmbangunan 

industri, karelna lingkungan melrupakan faktolr te lrpelnting dalam kelhidupan 

maka pelmelrintah melneltapkan Undang-Undang Nolmolr 32 Tahun 2009 

telntang Pe lrlindungan dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup. Pelrlindungan dan 

pe lngellollaan lingkungan hidup yang telrdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nol. 

32 Tahun 2009 bahwa pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup 

adalah upaya sistelmatis dan telrpadu yang dilakukan untuk mellelstarikan 

fungsi lingkungan hidup dan melncelgah telrjadinya pelncelmaran dan/atau 

ke lrusakan lingkungan hidup yang melliputi pelre lncanaan, pelmanfaatan, 

pe lngelndalian, pelmelliharaan, pelngawasan dan pelnelgakan hukum.  

Upaya dan langkah telrse lbut seljatinya bukan hanya melrupakan tanggung 

jawab dan urusan pelmelrintah pusat saja mellainkan pelme lrintah daelrah yang 

melmiliki kelwajiban dan tanggung jawab dalam melningkatkan kualitas 

lingkungan dalam kelhidupan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan ollelh 

Pe lmelrintah Daelrah di Kabupateln Telgal selbagai belntuk tanggung jawab 

dalam urusan lingkungan yaitu delngan melnge lluarkan Pelraturan Daelrah 

Kabupateln Telgal Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang Pelrlindungan dan 

Pe lnge llollaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pe lraturan daelrah ini telrdiri dari 101 

Pasal. Adapun be lbe lrapa pasal yang melnje llaskan lelbih spe lsifik telntang 

pe lngellollaan bahan belrbahaya dan belracun limbah B3 yaitu Pasal 69, 70 dan 

71. 
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Dalam BAB VIII pasal 69 melnjellaskan telntang Pelnge llollaan Bahan 

Be lrbahaya dan Belracun yang belrbunyi bahwa seltiap olrang yang mellakukan 

ke lgiatan pelnge llollaan B3 wajib melncelgah telrjadinya pelncelmaran dan/ 

ke lrusakan lingkungan hidup. Pellanggaran telrhadap kelte lntuan yang dikelnai 

sanksi administratif belrupa telguran telrtulis, paksaan pelmelrintah, pelmbe lkuan 

izin lingkungan dan pelncabutan izin lingkungan.  

Pe lnge llollaan bahan belrbahaya dan belracun sangat pelnting untuk 

melnce lgah telrjadinya pelncelmaran dan kelrusakan lingkungan hidup. Wilayah 

De lsa Pe lsarelan Ke lcamatan Adiwelrna ini telrmasuk wilayah yang ikut selrta 

dalam pelnelrapan Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 dimana Delsa 

Pe lsare lan rata-rata pelnduduknya se lbagai pelnge llolla usaha lolgam (holme l 

industry) dan di de lsa telrse lbut te lrdapat pelncelmaran limbah B3 yang kelmudian 

be lrdampak pada masyarakat selkitar. 

Pe lmbuangan limbah kel lingkungan akan melnimbulkan masalah yang 

melrata dan melnye lbar di lingkungan yang luas. Limbah industri baik be lrupa 

gas, cair maupun padat umumnya telrmasuk katelgolri atau delngan sifat limbah 

B3. Limbah bahan belrbahaya dan belracun (B3) yang sangat ditakuti adalah 

limbah dari bahan industri kimia. Limbah B3 dari ke lgiatan industri yang 

telrbuang ke l lingkungan akhirnya akan belrdampak pada kelse lhatan manusia.78 

De lngan ini untuk melnjaga lingkungan yang tidak telrcelmar ollelh limbah 

maka harus dilakukan belrbagai upaya yang mampu melnjadikan lingkungan 

be lrsih atau telrbe lbas dari pelnce lmaran limbah. Usaha yang dilakukan 

 
78 Ratna Nurhaeni, “Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di 

Desa Pesarean Melalui Pembangunan Perkampungan Industri Kecil Kebasen Kabupaten Tegal”, 

Skripsi (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm 33. 
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pe lmelrintah dalam melwujudkan lingkungan yang selhat belrupa mellahirkan 

ke lsadaran masyarakat akan pelntingnya lingkungan yang tidak telrcelmar 

de lngan dilakukannya rellolkasi e lks se lntra pellelburan lolgam dan pelmulihan 

lahan. Delngan adanya pelmulihan lahan ini mampu melmbe lrikan batasan bagi 

para pellaku usaha lolgam untuk bijak dalam melnge llolla limbah pelle lburan 

lolgam. Di bawah ini adalah hasil wawancara selrta olbse lrvasi yang dilakukan 

ollelh pe lne lliti, selkaligus melnjawab rumusan masalah belrupa bagaimana 

implelmelntasi pelraturan daelrah nolmolr 14 tahun 2020 te lntang pelrlindungan 

dan pelnge llollaan lingkungan hidup Kabupateln Telgal pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupateln Telgal, pelnulis mellakukan wawancara telrhadap belbe lrapa 

infolrman yang melmang melnge ltahui dan melmiliki keltelrkaitan delngan 

pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup.  

Be lrsumbelr pada ke ltelrangan wawancara yang dilakukan ollelh pe lnulis 

de lngan bapak Tarolyol selbagai selksi bidang pelnataan lingkungan hidup, 

melngungkapkan bahwa:79 

Telrkait delngan keltelrlibatan kami dinas lingkungan hidup telntang 

pe lngellollaan limbah bahan belrbahaya dan belracun khususnya telrkait 

de lngan Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 yang sudah dilakukan 
ollelh Dinas Lingkungan Hidup yaitu de lngan me lrellolkasi para UKM 

pe llelbur lolgam dipindah kel Kawasan pe lrkampungan industri kelcil (PIK) 
di Kelbase ln, mellakukan pelmulihan lahan telrkolntaminasi elks se lntra 

pe llelburan lolgam yang awalnya dilakukan idelntifikasi arela di Delsa 

Pe lsare lan itu yang telrcelmar tanahnya daelrah mana saja, lalu diukur luas 
dan keltelbalannya. Seltellah itu dilakukan clelan up atau pelmbelrsihan lahan 

yang telrkolntaminasi dan diganti delngan tanah yang subur. Telrdapat juga 
papan larangan atau himbauan untuk tidak melmbuang limbah pellelburan 

lolgam dikawasan telrse lbut. Sellain itu kita sudah mellakukan solsialisasi 

 
79 Wawancara dengan Bapak Taroyo, selaku seksi bidang penataan lingkungan hidup 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tanggal 21 Maret 2023. 
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ke lpada warga telntang bahaya limbah B3 bagi kelse lhatan dan juga 

pe lngawasan agar tidak telrjadi lagi pelncelmaran lingkungan. 

 

 

Gambar 2. Papan Larangan 

Be lrdasarkan hasil wawancara di atas, pelnulis melnilai pelme lrintah 

Kabupateln Telgal khususnya Dinas Lingkungan Hidup tellah belrupaya 

melwujudkan lingkungan yang belrsih delngan cara melmasang papan larangan 

atau himbauan agar telrbe lbas dari kolntaminasi limbah B3, dimana dalam 

pe lnelrapannya di Delsa Pe lsarelan Ke lcamatan Adiwelrna Kabupateln Telgal 

bahwa tellah mellakukan upaya-upaya baik kelpada pelngellolla usaha lolgam dan 

masyarakat. Bagi para pelnge llolla usaha lolgam, guna melndisiplinkan 

ke lbijakan yang ada delngan dilakukannya himbauan telrutama bagi pelngellolla 

usaha lolgam untuk bisa belrkolntribusi de lngan kelgiatan pelmbuangan limbah 

pe llelburan lolgam di Delsa Pe lsare lan. Adapun me llalui olbse lrvasi dan wawancara 

yang dilakukan pelnulis me llihat belnar adanya di telmpat pelmbuangan limbah 

pe llelburan lolgam De lsa Pe lsarelan Ke lcamatan Adiwelrna telrdapat papan 
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larangan atau himbauan delngan dasar hukumnya Undang-Undang Nolmolr 32 

Tahun 2009 te lntang Pelrlindungan dan Pe lnge llollaan Lingkungan Hidup 

dimana larangan telrse lbut melrupakan meldia yang digunakan untuk 

melnghimbau baik bagi pelnge llolla usaha lolgam maupun masyarakat yang 

be lrada di Kawasan elks se lntra pe llelburan lolgam Delsa Pe lsare lan.  

Dalam Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 Kabupateln Te lgal Pasal 

79 ayat (2), yaitu mellarang untuk mellakukan pelrbuatan yang dapat 

melnimbulkan pelnce lmaran dan atau kelrusakan pada lingkungan yang 

dianggap selbagai wujud ke larifan lolkal daelrah.80 Se lgala be lntuk upaya yang 

tellah dilakukan ollelh Dinas Lingkungan Hidup guna melnsukse lskan 

implelmelntasi pelraturan daelrah khususnya di Delsa Pe lsare lan, dalam selgi 

prolse lsnya sudah belrjalan selmpurna dimana tidak telrdapat lagi elks se lntra 

pe llelburan lolgam yang melmbuang limbah selmbarangan. Hasil olbse lrvasi yang 

tellah dilakukan pelnulis, papan larangan atau himbauan yang dipakai selbagai 

meldia melmang sudah telrpasang di daelrah yang telrkolntaminasi ollelh limbah 

B3.  

Pe lraturan daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang Pelrlindungan dan 

Pe lnge llollaan Lingkungan Hidup me lrupakan tata telrtib yang dise lpakati 

be lrsama guna melmbatasi dan melngatur selse lolrang dalam kelgiatan pelle lburan 

lolgam. Adapun dalam implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 

apabila telrdapat pellanggaran sudah oltolmatis melndapatkan sanksi selsuai 

de lngan keltelntuan yang belrlaku. 

 
80 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 79 ayat (2). 
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Be lrdasarkan kolndisi lapangan, pelnulis melnyimpulkan bahwa solsialisasi 

yang tellah dilakukan ollelh Dinas Lingkungan Hidup be lrdasarkan Pe lraturan 

Dae lrah dinilai cukup elfe lktif, dikatakan elfe lktif karelna pelnulis melnilai adanya 

ancaman sanksi bagi warga yang melmbuang limbah se lmbarangan. Hal ini 

se lbagaimana telrte lra di dalam Pasal 69 Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 

2020.  

Telrkait delngan pe lngellollaan limbah bahan belrbahaya dan belracun 

dijellaskan dalam Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 te lntang 

pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan, yaitu:81 

Pasal 70 

(1) Se ltiap olrang yang melnghasilkan limbah B3 wajib mellakukan 

pe lngellollaan limbah B3 yang dihasilkannya. 

(2)  Dalam hal seltiap olrang tidak mampu mellakukan selndiri pelnge llollaan 
limbah B3, pelnge llollaannya diselrahkan kelpada pihak lain. 

(3)  Pelnge llolla limbah B3 wajib melmiliki izin dari Bupati atau peljabat 
yang ditunjuk 

(4) Pe lnge llollaan limbah B3 yang wajib dilelngkapi izin telrdiri atas 

ke lgiatan: 
a. Pe lngangkutan  

b. Pe lnyimpanan selmelntara 
c. Pe lngumpulan 

d. Pe lmanfaatan 

e. Pe lngollahan, dan 
f. Pe lnimbunan 

(5) Pe lnyimpanan selme lntara dan pelngumpulan limbah B3 selbagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib melndapat izin 

Bupati. 

(6) Bupati wajib melncantumkan pelrsyaratan lingkungan hidup yang 
harus dipe lnuhi dan ke lwajiban yang harus dipatuhi pelnge llolla limbah 

B3 dalam izin. 
(7) Ke lputusan pelmbelrian izin wajib diumumkan mellalui meldia yang 

mudah dijangkau ollelh masyarakat. 
(8) Ke ltelntuan melnge lnai pelnge llollaan limbah B3 melngacu pada keltelntuan 

pe lraturan pelrundang-undangan 

 
81 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 70. 
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Ke ltelntuan Pasal 70 Pe lraturan Dae lrah Nolmolr 14 Tahun 2020 juga te llah 

se lsuai se lbagaimana Pelraturan Pelme lrintah Nolmolr 18 Tahun 1999 telntang 

Pe lnge llollaan Limbah Bahan Belrbahaya dan Belracun, Pasal 1 ayat (16) 

Pe lngollahan Pelngollahan limbah B3 adalah prolse ls untuk me lngubah 

karaktelristik dan kolmpolsisi limbah B3 untuk melnghilangkan dan/atau 

melngurangi sifat bahaya dan atau sifat racun.82 

Limbah B3 te lrgollolng dalam tuntutan yang belrsifat folrmal dalam tuntutan 

hukum. Artinya, selse lolrang dapat dikelnakan tuntutan pelrdata dan pidana 

lingkungan karelna cara melnge llolla limbah B3 yang tidak selsuai delngan 

pe lraturan, tanpa pelrlu dibuktikan bahwa pelrbuatannya telrse lbut te llah 

melnce lmari lingkungan. Selhingga melnge ltahui cara pelngellollaan limbah B3 

yang melmelnuhi pe lrsyaratan wajib dikeltahui olle lh pihak-pihak yang telrkait.  

Be lrdasarkan Pasal 70 Pe lraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 dikatakan 

bahwa selmua olrang yang melnghasilkan limbah wajib melnge llolla limbah. 

Be lrdasarkan hal ini telrnyata tellah juga di implelmelntasikan di Delsa Pe lsare lan 

se lbagaimana wawancara delngan salah satu pelngusaha lolgam di arela selkitar 

dumpsite l De lsa Pe lsare lan yaitu delngan Bapak Fachruri, melngungkapkan 

bahwa:83 

Saya melmulai usaha dari 25 tahun yang lalu, yang dibuat di pabrik saya 

ini yaitu variasi moltolr. Me lnge lnai pelnge llollaan limbah pabrik saya delngan 
pe lngumpulan sisa bahan dari pabrik lalu diangkut kel pe lrkampungan 

industri kelcil (PIK) di Kelbase ln. Se lsuai delngan solsialisasi dari 
pe lmelrintah kabupateln dan dinas lingkungan hidup untuk me llakukan 

pe lngellollaan limbah yaitu delngan cara pelngangkutan limbah, 
pe lnyimpanan, pelngumpulan, pelmanfaatan, pelngollahan dan juga 

 
82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (16). 
83 Wawancara dengan Bapak Fachruri, pemilik home industry logam pada tanggal 06 

April 2023. 
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pe lnimbunan. Delngan adanya pelnge llollaan limbah B3 ini maka pelngusaha 

lolgam sudah tidak relsah lagi melnge lnai limbah sisa bahan industri.  

 
Pe lnge llollaan limbah B3 melnurut Pe lraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 

telntang Pe lrlindungan dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup wajib dilelngkapi 

de lngan adanya izin yang telrdiri atas kelgiatan pelngangkutan, pelnyimpanan 

se lmelntara, pelngumpulan, pelmanfaatan, pelngollahan dan pelnimbunan. 

Pe lnge llollaan limbah B3 juga tellah telrbukti se lbagaimana wawancara de lngan 

bapak Khaelrudin se lbagai kelpala bidang pelngelndalian dan pelngawasan 

lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup yang me lngungkapkan 

bahwa:84 

Telrkait delngan pelnge llollaan limbah B3 untuk Delsa Pe lsarelan itu selndiri 
telrle ltak di Pelrkampungan Industri Ke lcil (PIK) Ke lbase ln. Pe lnge llollaan 

limbah B3 telrdiri dari pelngangkutan, pelnyimpanan, pelngumpulan, 

pe lmanfaatan, pelngollahan dan pelnimbunan. Pelrtama, pelngangkutan 
limbah B3 yaitu pelmindahan limbah B3 dari pelnghasil atau dari 

pe lngollah kel pe lngumpul atau kel pe lnimbun limbah B3. Keldua, 
pe lnyimpanan dimana limbah yang dihasilkan ollelh industri lolgam harus 

disimpan di telmpat pelnyimpanan selmelntara limbah B3 yang sudah 

melmiliki keltelntuan telknis. Ke ltiga, pelngumpulan yaitu melngumpulkan 
limbah B3 dari pelnghasil limbah B3 delngan maksud melnyimpan 

se lmelntara selbe llum di selrahkan kelpada pelnimbun limbah B3. Kele lmpat, 
pe lmanfaatan yakni kelgiatan pelrollelhan kelmbali dan/atau pelnggunaan 

ke lmbali dan/atau daur ulang yang belrtujuan untuk melngubah limbah B3 

melnjadi suatu prolduk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan 
dan kelse lhatan manusia.  colntolhnya limbah abu sisa pellelburan 

dimanfaatkan melnjadi batakol atau paving blolk teltapi delngan syarat 
sudah me lnghilangkan sifat racun dan bahayanya. Kellima, pelngollahan 

yaitu prolse ls me lngubah limbah B3 untuk melnghilangkan atau 

melngurangi sifat bahaya atau sifat racun. Pada umumnya pelngollahan 
masih delngan incinelratolr atau alat pelmbakar delngan panas telrte lntu yang 

olpe lrasiolnalnya harus izin dari Kelmelntelrian Lingkungan Hidup (KLH). 
Ke le lnam, pelnimbunan yaitu kelgiatan yang melne lmpatkan limbah B3 pada 

suatu fasilitas pe lnimbunan delngan maksud tidak melmbahayakan 
ke lse lhatan manusia dan lingkungan hidup. Pelngellollaan limbah B3 

 
84 Wawancara dengan Bapak Khaerudin, selaku kepala bidang pengendalian dan 

pengawasan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tanggal 22 Maret 

2023. 
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dilakukan delngan melnggunakan instrumelnt pelrizinan dan pelngawasan. 

Jadi, seltiap kelgiatan pelnge llollaan limbah B3 harus me lndapatkan 

pe lrizinan dari Kelmelntelrian Lingkungan Hidup (KLH) dan se ltiap 
aktivitas tahapan pelngellollaan limbah B3 harus dilapolrkan kel KLH. 

 
Be lrdasarkan hasil wawancara di atas, pelnulis melnyimpulkan dalam 

implelmelntasi pelraturan daelrah Kabupateln Te lgal Nolmolr 14 Tahun 2020 di 

De lsa Pe lsarelan dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupateln Telgal sudah 

mellakukan pelngellollaan limbah B3 delngan baik dan pellelburannya saat ini 

be lrtelmpat di Pelrkampungan Industri Ke lcil (PIK) Ke lbase ln. Adapun me llalui 

olbse lrvasi dan wawancara yang dilakukan pelnulis me llihat belnar adanya 

dimana dalam pelne lrapan pelngellollaan limbah B3 di Delsa Pe lsarelan tellah 

dilakukan upaya-upaya bagi para industri lolgam untuk mellakukan 

pe lngellollaan limbah delngan ke lgiatan pelngangkutan, pelnyimpanan se lmelntara, 

pe lngumpulan, pelmanfaatan, pelngollahan dan pelnimbunan yang saat ini 

be lrtelmpat di pelrkampungan industri kelcil (PIK) Ke lbase ln.  

Se lsuai delngan dasar hukumya pelraturan daelrah Nolmolr 14 tahun 2020 

dimana pelnge llollaan limbah B3 melrupakan cara untuk melngurangi adanya 

pe lncelmaran lingkungan yang belrdampak buruk bagi kelse lhatan masyarakat di 

se lkitar Delsa Pe lsare lan. Upaya yang dilakukan olle lh Dinas Lingkungan guna 

melnsukse lskan implelme lntasi pelraturan daelrah khususnya di Delsa Pe lsare lan, 

dalam selgi prolse lsnya sudah be lrjalan selmpurna. Hasil olbse lrvasi yang 

dilakukan pelnulis, dimana sudah adanya pelnge llollaan limbah B3 belrte lmpat di 

PIK Ke lbase ln dan sudah telrdapat izin dari Le lmbaga yang telrkait melnge lnai 

pe lngellollaan limbah B3.  
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Se llanjutnya telrkait delngan dumping dalam Pelraturan Daelrah Kabupateln 

Telgal Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang Pelrlindungan dan Pelnge llollaan 

lingkungan Hidup, yaitu: 

BAB IX 

DUMPING 
Pasal 71 

 
(1) Se ltiap olrang dilarang mellakukan dumping limbah dan/atau bahan kel 

meldia lingkungan hidup tanpa izin. 

(2) Dumping se lbagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 
de lngan izin Bupati selsuai de lngan kelwe lnangannya. 

(3) Dumping se lbagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 
di lolkasi yang tellah ditelntukan. 

(4) Ke ltelntuan lelbih lanjut melngelnai tata cara dan pelrsyaratan dumping 

limbah dan/atau bahan diatur dalam Pelraturan Bupati. 
 
Me lnurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nolmolr 32 Tahun 2009 

telntang Pelrlindungan dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup, Dumping 

(pe lmbuangan) adalah kelgiatan melmbuang, melne lmpatkan dan/atau 

melmasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, kolnse lntrasi, waktu dan 

lolkasi telrtelntu delngan pe lrsyaratan telrtelntu kel me ldia lingkungan.85 

Dalam pelraturan daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 sudah dijellaskan bahwa 

se ltiap olrang dilarang untuk mellakukan dumping limbah dan/atau bahan mke l 

meldia lingkungan tanpa izin. Dumping itu selndiri hanya dapat dilakukan di 

lolkasi yang tellah ditelntukan. Tata cara dan pelrsyaratannya juga sudah diatur 

dalam pelraturan bupati. Di Delsa pelsare lan telrdapat dumpsitel atau telmpat 

pe lmbuangan limbah yang telrdapat di delpan se lkollah. Dimana dumpsitel te lrse lbut 

dahulunya melrupakan telmpat pelmbuangan limbah selmbarangan olle lh elks 

se lntra pellelburan lolgam di selkitar Delsa Pe lsarelan.  

 
85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (24). 
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Dari hal telrse lbut pelnulis mellakukan wawancara delngan Bapak Elkol 

Supiyantol se llaku ke ltua bidang pelngollahan sampah dan limbah B3, 

melngungkapkan bahwa:86 

Awal dari kelgiatan para UKM pelle lburan lolgam yang ada di Delsa 

Pe lsare lan itu melrelka me llelbur lolgam baik dibellakang rumah maupun di 
kawasan bellakang makam Sunan Amangkurat I. Dimana ada 20 pelle lbur 

lolgam dari alumunium, timah, kuningan, timbal dan belrbagai lolgam. 
Se llama melre lka belke lrja, melre lka mellelbur lolgam dan melmbuang 

limbahnya belgitu saja di dumpsite l atau telmpat pelmbuangan limbah dan 

prolse ls pe lmbakarannya itu olpe ln burning atau pe lmbakaran telrbuka tanpa 
adanya pelnanganan. Dari tahun kel tahun para pellelbur lolgam ini 

melmbuang limbah belgitu saja sampai melnumpuk bahkan melnggunung. 
Dumpsite l ini yang me lnjadi sasaran utama untuk dipulihkan agar 

pe lncelmarannya tidak melluas. Pada tahun 2018 dilakukan pelmulihan 

lahan telrkolntaminasi di lingkungan elks se lntra pe llelburan yang mana 
ke lbeltulan ada selkollah SMK 01 Pe lnawaja dimana diselkollah telrse lbut 

telrganggu asapnya, delbu yang telrbawa angin selhingga tanah di halaman 
se lkollah itu telrkolntaminasi. Tanah yang telrkolntaminasi diambil dan 

diganti delngan tanah yang baru.  

 
Se llain itu pelnulis juga mellakukan wawancara delngan Bapak Sujolnol, 

se llaku Kelpala Delsa Pe lsarelan dalam wawancara telrse lbut melngungkapkan 

bahwa: 87 

Telrkait pelncelmaran limbah yang telrjadi di Delsa Pelsare lan ini telrdapat di 
be llakang makam Sunan Amangkurat I, yang mana pelke lrja diwilayah 

telrse lbut dahulunya melmbuang limbah belgitu saja yang akhirnya seliring 

be lrjalannya waktu melnumpuk. Kita belke lrja sama delngan Ke lmelntelrian 
Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan belbe lrapa Le lmbaga 

yang lain untuk mellakukan pelmulihan lahan. Dimana pelmulihan lahan 
ini relncananya dibagi melnjadi 3 tahap. Dimana sudah telrlaksana tahun 

2021 di wilayah sellatan I, keldua tahun 2022 diwilayah bagian sellatan 2, 

dan telrakhir pada tahun 2023 ini relncana akan dilakukan. Anggaran yang 
dikelluarkan juga cukup belsar pada tahap 1 itu 4,5 Milyar seldangkan pada 

tahap 2 yaitu 8,5 Milyar dan yang telrakhir untuk arela utara anggarannya 
se lkitar 6 Milyar. Karelna biaya yang sangat be lsar itu masyarakat harus 

 
86 Wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, selaku ketua bidang pengolahan sampah 

dan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tanggal 06 April 2023. 
87 Wawancara dengan Bapak Sujono, selaku kepala Desa Pesarean pada tanggal 14 Maret 

2023. 
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sadar bahwa pelle lburan lolgam yang dibuang belgitu saja melmbutuhkan 

biaya yang tidak seldikit. 

 
Be lrdasarkan hasil wawancara di atas, pelnulis melnyimpulkan dalam 

implelmelntasi pelraturan daelrah Kabupateln Te lgal Nolmolr 14 Tahun 2020 

melnge lnai dumping yang dilakukan olle lh para pelke lrja pellelburan lolgam yang 

mana dahulunya melre lka melmbuang sisa pellelburan lolgam selmbarangan yang 

melngakibatkan pelnumpukan dari tahun kel tahun. Upaya Dinas Lingkungan 

Hidup delngan melre llolkasi pelle lburan lolgam dan juga mellakukan pelmulihan 

lahan. Adapun mellalui olbse lrvasi yang dilakukan ollelh pe lnulis mellihat belnar 

adanya pelmulihan lahan yang sudah dilakukan ollelh Ke lme lntelrian Lingkungan 

Hidup be lkelrja sama delngan Dinas Lingkungan Hidup Kabupateln Telgal dan 

lelmbaga-lelmbaga yang telrkait. Pelmulihan yang sudah dilakukan yaitu wilayah 

se llatan 1 dan 2, seldangkan untuk arela utara baru akan dilaksanakan pada tahun 

2023. Pe lmulihan lahan yaitu melngganti lahan yang tellah telrkolntaminasi ollelh 

limbah delngan tanah yang subur, dan hal telrse lbut me lmelrlukan biaya yang 

sangat belsar se lhingga dari Dinas Lingkungan Hidup dan pelrangkat Delsa 

Pe lsare lan mellarang kelras untuk adanya pelmbuangan limbah lagi di arela 

dumpsite l. 

Ke lbijakan telrkait delngan pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan 

hidup delmi mellindungi wilayah Kabupateln Telgal dari pelnce lmaran dan/atau 

ke lrusakan lingkungan hidup, hal telrse lbut selsuai delngan BAB II tujuan 

pe lneltapan Pelraturan Daelrah Nolmolr 14 tahun 2020. Di lingkup Delsa Pe lsare lan, 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupateln Telgal dan Pelrangkat Delsa Pe lsare lan delmi 

mellindungi dan melnjaga masyarakat dari pelncelmaran limbah B3 
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mellaksanakan selgala upaya selpe lrti gelncarnya mellakukan solsialisasi kelpada 

masyarakat selkitar, rellolkasi elks selntra pellelburan lolgam, pelmasangan papan 

larangan atau himbauan di arela dumpsite l. 

Se llain itu, pelnulis juga mellakukan wawancara telrhadap belbe lrapa pelmilik 

industri lolgam di arela de lkat dumpsitel De lsa Pe lsare lan, salah satunya de lngan 

Bapak Kamali pelmilik usaha lolgam UD. Sabar Makmur:88 

Saya melndirikan industri ini seljak tahun 1995, yang dibuat dalam usaha 
lolgam ini yaitu alat-alat pelrtanian dan kolmpolneln alat pelrahu. Bahan 

yang digunakan yaitu dari belsi. Pe lnge llollaan limbah sisa dari pelmbuatan 
be lsi itu dikumpulkan lalu dibawa kel pelrkampungan industry kelcil (PIK) 

Ke lbase ln lalu diollah disana. Dahulu melmang rata-rata pelle lburan lolgam 

disini melmbuangnya di arela dumpsitel. Namun keltika sudah ada 
solsialisasi dari pelme lrintah seltelmpat selsuai delngan pe lraturan daelrah 

untuk di rellolkasi kel PIK dan tahu bahwa bahaya dari pelnce lmaran 
pe llelburan limbah B3 kita sudah tidak lagi mellakukan pelle lburan lolgam 

sampai saat ini.  

 
Se ltellah dilakukan wawancara telrhadap salah satu pelmilik industri lolgam 

di De lsa Pe lsarelan Ke lcamatan Adiwelrna Kabupateln Te lgal, telrkait implelmelntasi 

Pe lraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 telrlihat relspoln dari pelmilik industri 

lolgam yang melnunjukkan sikap polsitif dan dukungan telrkait delngan adanya 

ke lbijakan Pe lraturan Daelrah Nolmolr 14 tahun 2020, hal itu kare lna De lsa 

Pe lsare lan melrupakan Delsa yang telrkelnal delngan holme l industry dan padatnya 

pe lnduduk dimana hal telrse lbut banyak industri lolgam yang dahulu masih 

melmbuang pellelburan lolgam selcara selmbarangan. Limbah yang dibuang selcara 

se lmbarangan melnye lbabkan pe lncelmaran diselkitar Delsa Pe lsare lan dan be lbe lrapa 

 
88 Wawancara dengan Bapak Kamali, pemilik UD. Sabar Makmur pada tanggal 06 April 

2023. 
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masyarakatnya telrdampak. Masyarakat yang telrdampak diantaranya difablel, 

stunting, tuna wicara, dan tuna neltra.  

Pe lnulis juga mellakukan wawancara telrhadap belbe lrapa masyarakat yang 

telrdampak ollelh limbah B3 di Delsa Pe lsarelan, salah satunya Ibu dari Nur 

Jannah:89 

Anak saya be lrusia 23 tahun. Awalnya saya dahulu be lke lrja di industri 

lolgam, seljak hamil Nur Jannah saya teltap belkelrja sampai anak saya lahir 

dan telrnyata telrke lna lelmah melntal (dolwn syndrolme l) se ljak lahir. Dari 
bayi sudah selring melngalami panas tinggi lalu keljang-keljang bisa satu 

hari satu malam. Keljadian ini belrawal dari Nur Jannah Umur satu Tahun 
sampai sudah belsar. Saya sudah tahu me lngelnai pe lraturan daelrah dan 

sangat melndukung adanya pellaksanaan pelraturan daelrah se lbab 

be lrdampak polsitif di Delsa pe lsare lan yang mana sudah telrcelmar olle lh 
limbah B3. Melmang keljadian ini sudah lama telrjadi, namun dampaknya 

sampai selkarang masih ada walaupun pellelburan di Delsa Pe lsarelan sudah 
dilarang.  

 
Hal telrse lbut juga telrkolnfirmasi selbagaimana diungkap ollelh Bapak 

Fatikhin:90 

Saya telrke lna dampak dari pelnge lcolran limbah itu selmelnjak umur 35 

tahun. Awalnya dari pelnge lcolran lolgam milik usaha olrang tua saya, 
dimana saya ikut belke lrja di industri telrse lbut. Saya telrke lna dampak 

dimana oltolt tangan saya lelmas (daksa) tidak bisa diluruskan. Bukan 
hanya masyarakat delsa pelsare lan saja yang telrkelna dampak, namun tanah 

dan air di delsa pe lsare lan sudah telrcelmar. Delngan adanya pelnce lmaran 

limbah, waktu itu industri selmpat tutup, namun karelna adanya solsialisasi 
dari pelmelrintah untuk adanya rellolkasi pellelburan lolgam akhirnya industri 

ini belrjalan kelmbali walaupun dampaknya sampai selkarang pun masih 
ada. Alhamdulillah, delngan adanya pelraturan daelrah me lngelnai 

bagaimana pelnge llollaan limbah yang baik jadi kita sudah tidak takut lagi 

melnge lnai pelncelmaran yang telrjadi di delsa ini. 
 
Se ltellah dilakukan wawancara telrhadap masyarakat yang telrdampak olle lh 

Limbah B3 di De lsa Pe lsare lan bahwa masyarakat sadar akan telrjadinya 

 
89 Wawancara dengan Ibu dari Nur Jannah pada tanggal 05 April 2023. 
90 Wawancara dengan Bapak Fatikhin pada tanggal 05 April 2023. 
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pe lncelmaran karelna dari industri lolgam selndiri yang dahulu masih mellakukan 

pe llelburan lolgam dan melmbuang se lmbarangan limbah kel dumpsite l se lhingga 

melnye lbabkan tanah dan air di De lsa Pe lsare lan ini telrcelmar. Upaya yang 

dilakukan ollelh lelmbaga telrkait delmi telrwujudnya implelmelntasi Pelraturan 

Dae lrah Nolmolr 14 tahun 2020 sudah te lrlaksana diantaranya pelmilik industri 

lolgam dan masyarakat yang sadar beltapa bahayanya pelncelmaran limbah B3 

untuk kelse lhatan.  

Be lrdasarkan keltelrangan dan analisis diatas, pelnulis melnyimpulkan 

bahwa upaya implelmelntasi Pe lraturan Daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang 

pe lrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup itu tellah telrlaksana melskipun 

be llum selmpurna, se ltidaknya pelnulis melnyimpulkan ada 3 upaya yang tellah 

dilakukan. Pelrtama, me lngelnai solsialisasi dimana dari pelmelrintah daelrah 

mellakukan solsialisasi kelpada pelmilik industri lolgam untuk di rellolkasi dan 

tidak melmbuang limbah selmbarangan. Keldua, pe lngellollaan limbah B3 

diantaranya delngan mellakukan pelngangkutan, pelnyimpanan, pelngumpulan, 

pe lmanfaatan, pelngollahan dan pelnimbunan. Keltiga, dumping (pelmbuangan atas 

limbah) dimana para elks se lntra pe llelburan lolgam melmbuang limbah 

se lmbarangan maka dari itu dari pelmelrintah daelrah belrsama delngan 

ke lmelntelrian lingkungan hidup (KLH) me llakukan pelmulihan lahan yang 

telrce lmar olle lh limbah B3. Delngan de lmikian, bahwasanya implelme lntasi sudah 

dilaksanakan selcara maksimal ollelh pihak-pihak yang melmiliki kelwe lnangan 

telntang pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup selrta dukungan polsitif 

ollelh masyarakat, akan teltapi kolnse lp implelme lntasi belrupa melncapai selbuah 
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tujuan yang diinginkan dalam melmbe lrikan lingkungan yang selhat bagi 

masyarakat hal ini bellum telrcapai selcara selmpurna dikarelnakan bellum 

telrlaksananya pelmulihan lahan tahap telrakhir di arela dumpsitel. 

C. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2020 Perspektif Fikih Lingkungan 

Tujuan diteltapkan pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup yaitu 

untuk mellindungi dan melnjaga kelle lstarian lingkungan hidup dari pelncelmaran 

atau kelrusakan lingkungan. Maka selbagai belntuk pe lrlindungan dan 

pe lngellollaan telrkait delngan dampak yang telrjadi akibat pelnce lmaran limbah B3, 

Kabupateln Telgal melnjadi salah satu dari belbe lrapa Kabupateln lainnya yang 

melmiliki kelbijakan dalam melngatur pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan 

hidup.  

Ke lgiatan pellelburan dan pelrajin lolgam melrupakan kelgiatan yang 

melmprolduksi kelrajinan lolgam selpe lrti pelnggolrelngan, kolmpolr, alat pelrtanian, 

prolduk oltolmoltif, alat-alat listrik dan pelrkakas lolgam lainnya. Melnge lnai 

dampak yang dihasilkan ollelh ke lgiatan pellelburan lolgam sangat kuat kaitannya 

de lngan pelncelmaran lingkungan. Dimana belbe lrapa industri lolgam melmbuang 

limbah sisa pellelburan lolgam selmbarangan di tanah telrbuka dan melnye lbabkan 

pe lncelmaran pada air dan tanah. Adapun dampak polsitif dan nelgatif elks se lntra 

pe llelburan lolgam di Delsa Pelsare lan Kelcamatan Adiwelrna. Pelrtama, industri 

lolgam di Delsa Pe lsare lan be lrdampak polsitif se lpe lrti melnjadikan mata 

pe lncaharian warga delsa se ltiap harinya. Keldua, dampak nelgatifnya yaitu 

telrce lmarnya air sumur warga, pelncelmaran tanah akibat pelmbuangan limbah 
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pe llelburan lolgam yang selmbarangan dan masyarakat yang telrdampak akibat 

pe lncelmaran limbah.  

Maka dalam hal ini pelrlu dilaksanakan langkah-langkah melnjaga dan 

mellindungi lingkungan yaitu diantaranya mellalui pelne ltapan Pelraturan Daelrah 

Kabupateln Telgal Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang Pelrlindungan dan Pelnge llollaan 

Lingkungan Hidup. Ke lbijakan pe lrlindungan dan pe lngellollaan lingkungan hidup 

melrupakan be lntuk upaya yang sistelmatis dan telrpadu yang dilakukan untuk 

melwujudkan pelle lstarikan fungsi lingkungan hidup dan melncelgah telrjadinya 

pe lncelmaran, selrta telrwujudnya lingkungan yang belrsih dan se lhat. Ke lse lhatan 

dan kelbe lrsihan lingkungan melrupakan hal yang pelrlu dijaga, salah satunya 

tidak melmbuang limbah selmbarangan, dimana pelmbuangan limbah yang 

se lmbarangan dapat melnyelbabkan pelncelmaran lingkungan dan dapat 

melngganggu ke lnyamanan selrta telrciptanya lingkungan yang belrsih dan se lhat. 

Maka dari itu, kelbijakan pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup 

melrupakan langkah yang pelnting yang pelrlu dipelrhatikan khusus karelna 

be lrkaitan delngan kelse lhatan masyarakat.  

Pada dasarnya selgala selsuatu yang ada dilingkungan dapat dimanfaatkan 

ollelh manusia karelna lingkungan melmpunyai daya dukung bagi kelhidupan 

manusia atau makhluk hidup lainnya. Namun tidak se ldikit olrang yang 

melnyalahgunakannya tanpa melmpelrhatikan dampak atau bahkan tidak pelduli 

telrhadap lingkungan yang tanpa melrelka sadari bahwa sikap telrse lbut juga 

melrupakan pelrbuatan melmalukan yang tidak disukai Allah. Tellah disampaikan 

bahwa pelncelmaran atau kelrusakan yang telrjadi dimuka bumi ini bisa telrjadi 
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karelna melmang siklus alam itu selndiri yang melndatangkan belncana, atau 

karelna ulah tangan manusia yang tidak belrtanggungjawab telrhadap 

lingkungannya seltellah apa yang melre lka lakukan untuk melngambil manfaat 

daripadanya untuk ke lpelntingan dirinya. Allah SWT be lrfirman dalam al-Qur’an 

surat ar-Rum ayat 41:  

اد  فِِ  ب تْ أ يْدِى النَّاسِ ليِ ذِيْ ق ه مْ ب  عْض  الَّذِيْ ع مِل وْاالبْ حْرِ بِ ا  و   الْب ِّ  ظ ه ر  الْف س  ل ع لَّه مْ   ك س 
◌ي  رْجِع وْن    

Tellah nampak kelrusakan di darat dan di laut diselbabkan karelna 

pe lrbuatan tangan manusia, supaya Allah melrasakan kelpada melre lka 
se lbahagian dari (akibat) pelrbuatan melre lka, agar melrelka Ke lmbali (kel 

jalan yang belnar).91 
 
 Pe lncelmaran dan kelrusakan lingkungan yang telrjadi dimuka bumi telrjadi 

karelna pe lrbuatan manusia yang akhirnya melmbahayakan diri manusia itu 

se lndiri. Selbagaimana diselbutkan dalam al-Qur’an delngan telgas yang 

dise lbabkan elksplolrasi dan elksplolitasi yang dilakukan manusia selcara 

be lrlelbihan, pada hakikatnya dapat melnjadi telrolbolsan paradigma baru bagi 

manusia untuk melnjaga dan melngellolla lingkungan mellalui ajaran agama, 

se lhingga seltiap indivudu dapat melnikmati hak lingkungan dan kelhidupan yang 

lelbih baik delngan tidak dikelsampingkan atau telrmarjinalkan belgitu saja.92 

Pe lraturan daelrah Kabupateln Te lgal Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang 

pe lrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup melrupakan bagian dari fikih. 

Adapun fikih di dalam islam melrupakan pelmbahasan dari fikih lingkungan 

(fiqh al-bī’ah). Delngan ini telrdapatnya pelraturan daelrah Nolmolr 14 tahun 2020 

 
91 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul 

(Surrakarta: Al-Hanan, 2009), hlm. 408. 
92 Dwi Runjani Juwita, “Fiqih Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam”, …, hlm. 36. 
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telntang pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup melrupakan suatu 

be lntuk melngatasi masalah dalam lingkungan bukan hanya masalah telknis, 

pollitik maupun budaya teltapi melme lrlukan upaya dalam pelrspe lktif yaitu fikih 

lingkungan. Fikih lingkungan (fiqh al-bī’ah) melrupakan keltelntuan islam yang 

be lrsumbelr dari dalil-dalil telrpelrinci telntang pelrilaku manusia telrhadap 

lingkungan untuk melwujudkan kelmaslahatan pelnduduk bumi selcara umum 

de lngan tujuan melnghindari kelrusakan yang telrjadi.93 

Dalam ajaran agama islam, fikih lingkungan tidak hanya mellingkupi 

hubungan manusia delngan alam selkitarnya selpelrti bagaimana selharusnya 

manusia melmpelrlakukan lingkungan dalam pelngambilan manfaat selkaligus 

pe lngellollaan telrhadap lingkungan, teltapi juga telntang hubungan manusia 

de lngan selsama manusia dalam belrmuamalah satu sama lain telntang pelrihal 

lingkungan selpe lrti bagaimana syariat melnggariskan hukum belsaran wajib 

zakat atas hasil pelrtanian atau pelrke lbunan yang me lmanfaatkan air hujan atau 

melngusahakan pelngairannya selndiri dan masih banyak lagi. Hal ini 

melnunjukkan manusia delngan se lgala kelbelbasannya untuk melngelmbangkan 

diri dan hidupnya, telrmasuk dalam melmanfaatkan lingkungan dan 

melnge llollanya, teltap harus me lmpelrtimbangkan kelpe lntingan olrang lain di 

se lkitarnya di samping pelrtimbangan elkollolgi lingkungan itu selndiri.94 

Pe lmahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al-bī’ah) dan pelnanganannya 

pe lrlu dileltakkan diatas suatu polndasi eltika dan molral untuk melndukung se lgala 

 
93 Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-

Quran” …, hlm. 30. 
94 Yusuf Al-Qardawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim 

Shah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 52. 
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upaya yang sudah dilakukan dan dibina sellama ini melski telrnyata bellum 

mampu melngatasi kelrusakan lingkungan hidup. Fikih lingkungan melnyadarkan 

manusia yang belriman supaya melnginsafi bahwa maslaha lingkungan hidup 

tidak dilelpaskan dari tanggungjawab manusia yang belriman dan melrupakan 

amanat dari Allah SWT untuk melmellihara dan mellindungi alam dari selgala 

macam kelrusakan dan pelngrusakan yang belrakibat melngancam hidupnya 

se lndiri.95  

Ali Yafiel, pakar hukum islam Indolne lsia melncolba melnje llaskan prinsip-

prinsip dasar ke lwajiban dalam pelmelliharaan lingkungan hidup pelrspe lktif fikih, 

yaitu antara lain: 

1. Pe lmelliharaan jiwa raga dan kelholrmatan (ḥifẓ al-nafs). Kelhidupan dalam 

pandangan fikih adalah selsuatu yang mulia dan sangat belrharga. 

Ke lhidupan melrupakan moldal dasar manusia untuk melme lnuhi fungsinya 

dan melne lntukan nilai dan martabatnya. Ollelh karelna itu, ajaran islam 

melmbe lrikan banyak pelringatan kelpada manusia agar melnggunakan moldal 

dasar se lcelrmat dan selmaksimal mungkin. 

2. Ke lhidupan dunia bukan tujuan. Kelhidupan dunia adalah sarana (wasīlah) 

dalam belrpre lstasi guna melnggapai ridha Allah SWT hingga melnuju 

ke lhidupan akhirat yang kelkal. 

3. Prolduksi dan kolnsumsi harus se lsuai delngan standar kelbutuhan layak 

manusia (hadd al-kifāyah). Melngelksplolitasi kelkayaan alam selcara 

be lrlelbihan, selrakah dan tidak wajar adalah belrbahaya (telrlarang). 

 
95 Muhammad Ghufron, Fikih Lingkungan …, hlm. 171. 
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4. Ke lse llarasan dan kelse limbangan alam (elkolsistelm) mutlah ditelgakkan. 

Me lngganggu dan melrusak elkolsiste lm sama delngan melnghancurkan 

ke lhidupan selluruhnya. 

5. Se lmua makhluk hidup adalah mulia (muhtāram). Siapapun dilarang 

melnge lksplolitasi atau melnyiksa se lmua jelnis makhluk yang melnye lbabkan 

ke lhidupan telrganggu. Binatang buas atau liar selkalipun tidak dibelnarkan 

dibunuh se llama tidak melnyelrang dan melngancam jiwa selse lolrang. 

6. Manusia adalah pellaku pelnge llollaan alam selmelsta (mukallaf) akan diminta 

pe lrtanggungjawabannya atas selgala tindakannya, baik di dunia maupun di 

akhirat.96 

Dalam implelmelntasi pe lraturan daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 te llah di 

implelmelntasikan pada Pasal 79 yaitu mellarang pelrbuatan yang melngakibatkan 

pe lncelmaran atau pelrusakan lingkungan hidup yang faktanya di lapangan tidak 

se lsuai delngan pe lraturan daelrah karelna melnyelbabkan pelncelmaran lingkungan. 

Pe lncelmaran lingkungan ini tidak selsuai karelna dalam fikih lingkungan dimana 

telrdapat prinsip pelme lliharaan lingkungan salah satunya yaitu pelrlindungan 

jiwa-raga (ḥifẓ al-nafs). Pelnge lrtian dasar dalam pelmahaman kelhidupan 

telrce lrmin dalam ajaran agama islam yang melmpelrke lnalkan suatu prinsip dasar 

umum yang diselbut al-kulliyat al-khamsah. Dimana prinsip lima dasar 

ke lhidupan yang melnjadi landasan kelmaslahatan manusia diantaranya adalah 

melnyangkut pangkal dan pelnye lbab kelhidupan manusia itu selndiri yaitu 

pe lrlindungan jiwa, raga dan kelholrmatan manusia atau ḥifẓ al-nafs. Manusia 

 
96 Muhammad Ghufron, Fikih Lingkungan …, hlm. 172. 
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yang sudah melnjadi kelnyataan selsudah lahir akan melngalami pelrtumbuhan 

fisik dan melntalnya. Jiwa, raga dan kelholrmatannya sudah harus disellamatkan 

dan dilindungi. Upaya untuk melnjamin kelse llamatan jiwa raga salah satunya 

yaitu larangan dan sanksi yang belrat. Ollelh karelna itu, ajaran islam melmbelrikan 

banyak pelringatan kelpada manusia agar sama-sama dalam mellindungi jiwa, 

raga dan kelholrmatan.97  

Adapun be lrikut pelnulis melnye lsuaikan diantara pilar-pilar syar’i dalam 

hal pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup melnurut Yusuf al-

Qardhawi yang belrkaitan delngan Pe lraturan Daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 

14 Tahun 2020 telntang pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup, yaitu: 

1. Pe lnanaman dan Pelnghijauan Lahan 

Pe lnanaman dan pelnghijauan lahan adalah salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk melnjaga ke llelstarian alam, dimana Allah tellah melnye ldiakan 

sarana pelndukung untuk itu, yaitu tanah yang subur untuk ditanami dan air 

yang Allah turunkan dari langit se lrta air yang telrse ldia di bumi. Allah SWT 

be lrfirman dalam surat as-Sajdah ayat 27:98 

أَفَلاَ  ه مْ مِنْه  أ نْ ع ام ه مْ و أ نْ ف س  ن خْرجِ  بِهِ ز رْعًا تأ ْك ل  نََّّ ن س وْق  الْم آء  إِلَّ  الْا رْضِ الْْ ر زِ ف   أ  ا و لَْ  ي  ر وْا 

وْنَ  ُ ◌ يُبْصِر  

Dan apakah melre lka tidak melmpelrhatikan, bahwasanya kami melnghalau 

(awan yang melngandung) air kel bumi yang tandus, lalu kami 
tumbuhkan delngan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya 

(dapat) makan binatang-binatang telrnak me lrelka se lndiri. Maka apakah 
melre lka tidak melmpelrhatikan? 

 

 
97 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup …, hlm. 163-166. 
98 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul …, 

hlm. 417. 
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Dari ayat di atas kita dapat melmahami bahwa pada hakikatnya sellain 

be lrfungsi se lbagai upaya pelle lstarian lingkungan, pelnanaman dan 

pe lnghijauan lahan melmiliki fungsi untuk kelmbali kelpada kelbutuhan hidup 

manusia itu selndiri di bumi, selrta untuk melnjaga kelindahan lingkungan 

de lngan tidak melrusak elkollolgi lingkungan.99 Dalam pelmaknaan pelnanaman 

dan pelnghijauan lahan pada fikih lingkungan bahwa seltiap olrang 

be lrkelwajiban untuk melmellihara kellelstarian lingkungan hidup, pada 

Pe lraturan Daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 tahun 2020 te lntang 

pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup, yaitu: 

BAB IX 

DUMPING 
 

Pasal 71 

(1)  Se ltiap olrang dilarang mellakukan dumping limbah dan/atau bahan kel 

meldia lingkungan hidup tanpa izin 
(2) Dumping se lbagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 

de lngan izin Bupati selsuai de lngan kelwe lnangannya 

(3) Dumping se lbagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 
di lolkasi yang tellah ditelntukan  

(4)  Ke lte lntuan Le lbih lanjut melnge lnai tata cara dan pelrsyaratan dumping 
limbah dan/atau bahan diatur dalam Pelrturan Bupati.  

 
 Dari pasal ini kita melngeltahui bahwa dalam pelnanaman dan 

pe lnghijauan dalam pellaksanaan pelraturan daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 

telntang pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup, yaitu upaya 

pe lmelrintah mellakukan kellelstarian alam dan melnjaga delnngan cara 

pe lmulihan lahan atau melngganti lahan yang tellah telrkolntaminasi delngan 

tanah yang subur di arela dumpsitel. Pe lmulihan lahan ini belrguna untuk 

 
99 Yusuf Al-Qardawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim 

Shah …, hlm. 81. 
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pe lnanaman dan pelnghijauan kelmbali arela yang tellah telrcelmar ollelh limbah 

B3.  

2. Me lmakmurkan lingkungan hidup 

Dalam hal ini dimaksudkan melne lmpati bumi selbagai telmpat tinggal 

yang Allah seldiakan untuk manusia di dunia, delngan kolnse lkue lnsi 

melnjadikannya telmpat yang melmang layak huni delngan melnjaga, 

melnge llolla, dan melnghindarkan kelrusakan telrhadapnya, disamping selbagai 

be lntuk keltaatan manusia kelpada Tuhannya, juga selbagai belntuk pelran 

manusia selbagai khalifah di muka bumi.100 Allah SWT belrfirman dalam 

surat Hud ayat 61:101 

اه مْ ص الِْاً ق ال  يَ  ق  وْمِ اعْب د وْا الله  م ال ك مْ  نْ إِ و إِلَّ  ثَ  وْد  أ خ  ل هٍ غ يْْ ه  ه و  أ نْش أ ك مْ مِّن  الْا رْضِ  مِّ
يْبٌ  و اسْت  عْم ر ك مْ  ْ ق ريِْبٌ مُُِّّ ا ف اسْت  غْفِر وْه  ثُ َّ ت  وْب  وْا إلِ يْهِ إِنَّ ر بِّّ ◌فيِ ْه   

Dan kelpada Tsamud (kami utus) saudara melrelka Shalelh. Shalelh 

be lrkata: “Hai hambaku, selmbahlah Allah, selkali-kali tidak ada bagimu 
Tuhan sellain dia. Dia tellah melnciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

melnjadikan kamu pelmakmurnya, karelna itu molholnlah ampunan-Nya, 
ke lmudian belrtolbatlah kelpada-Nya. Selsungguhnya Tuhanku amat 

de lkat (rahmat-Nya) lagi melmpelrke lnankan (dola hamba-Nya)”.  

 
Ayat di atas melnje llaskan bahwa kelbelradaan manusia selbagai 

pe lmellihara lingkungan alam. Manusia melrupakan pelmellihara muka bumi 

(alam), lalu Allah SWT tellah melnakdirkan manusia untuk melngellolla selgala 

hal yang ada di muka bumi delngan se lbaik-baiknya. Le lwat kelde lkatan 

de lngan Allah SWT selmua itu dapat dipelrolle lh olle lh seltiap hamba yang 

telrbaik yang melnjadi pilihan-Nya.  

 
100 Yusuf Al-Qardawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim 

Shah …, hlm. 99. 
101 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul …, 

hlm. 228. 
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Dalam pelraturan daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 Tahun 2020 

telntang pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup selpe lrti yang 

telrdapat dalam pelmbahasan fikih lingkungan, yaitu: 

Pasal 69 

(1) Se ltiap olrang yang mellakukan kelgiatan pelnge llollaan B3 wajib 

melnce lgah telrjadinya pelncelmaran dan/atau kelrusakan lingkungan 
hidup. 

(2) Dalam hal B3 selbagaimana dimaksud dalam ayat (1) tellah 

ke ldaluwarsa, pelnge llollaannya melngikuti keltelntuan pelnge llollaan 
limbah B3 

(3)  Pe llanggaran telrhadap ke ltelntuan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikelnai sanksi administratif belrupa: 

a. telguran telrtulis 

b. paksaan pelmelrintah 
c. pelmbe lkuan izin lingkungan, dan 

d. pe lncabutan izin lingkungan 
 

Dari pasal ini kita melnge ltahui bahwa melmakmurkan lingkungan 

dalam pellaksanaan Pelraturan Daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 Tahun 

2020 telntang pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup, yaitu seltiap 

olrang saling melnjaga dan melncelgah telrjadinya pelncelmaran atau kelrusakan 

lingkungan salah satunya delngan mellakukan pelngellollaan bahan belrbahaya 

dan belracun. Sellain itu apabila telrdapat pellanggaran baik warga ataupun 

pe lngellolla industri lolgam maka akan dibelrikan sanksi administratif selsuai 

aturan yang belrlaku.  

3. Me lnjaga kelbelrsihan dan kelse lhatan  

Ke lbe lrsihan dalam islam selndiri melrupakan se lbagian dari iman, sellain 

itu pula kelbe lrsihan melrupakan pelrintah agama islam delngan telrciptanya 

polla hidup belrsih baik belrsih diri maupun di lingkungan akan telrhindar dari 

se lgala pelnyakit, delngan polla hidup belrsih akan melmbawa dampak baik bagi 
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diri selndiri maupun lingkungan selkitar.102 Telrlihat dari folkus pelrtama fikih 

ialah thaharolh yang tidak lain adalah upaya pelnjagaan kelbe lrsihan dan 

ke lsucian yang melrupakan kunci dari pellaksanaan ibadah selhari-hari. 

Me lnjaga kelbe lrsihan disini tidak hanya telrbatas pada melnjaga kelbelrsihan 

badan, mellainkan juga kelbe lrsihan lingkungan selkitar, selhingga dari sanalah 

dapat telrwujudnya Kelse lhatan, baik Kelse lhatan manusia maupun Kelse lhatan 

lingkungan yang sama-sama telrjaga, yang sellanjutnya darinya dapat 

ditunjang untuk melnjaga Kelse lhatan akal pikiran manusia.103 Allah 

be lrfirman dalam surat Ibrahim ayat 7:104 

ابّْ ل ش دِيْدٌ  و إِذْ تأ  ذَّن  ر بُّك مْ ل ئِنْ  ف رْتُْ  إِنَّ ع ذ  نَّك مْ و ل ئِنْ ك  ◌ ش ك رْتُْ  لأ زيِْد   

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu melma’lumkan: 
“se lsungguhnya jika kamu belrsyukur, pasti Kami akan melnambah 

(nikmat) kelpadamu, dan jika kamu melngingkari (nikmat-Ku), 

maka selsungguhnya azab-Ku sangat peldih”.  
 

Ayat di atas melnjellaskan bahwa Allah SWT kelmbali melngingatkan 

hamba-Nya untuk selnantiasa belrsyukur atas se lgala nikmat yang tellah 

dilimpahkan-Nya. Jika melre lka mellaksanakannya, maka nikmat itu akan 

ditambah lagi ollelh Allah SWT. Selbaliknya, Allah juga melngingatkan 

ke lpada melre lka yang melngingkari nikmat-Nya dan tidak mau belrsyukur 

bahwa dia akan melnimpakan azab-Nya yang sangat peldih.  

 
102 Anita Agustina, “Perspektif Hadis Nabi SAW Mengenai Kebersihan Lingkungan”, 

Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 1, no. 2, 2021, hlm. 

103. 
103 Yusuf Al-Qardawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim 

Shah …, hlm. 105. 
104Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul …, 

hlm. 256. 
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De lmi melnjaga telrciptanya lingkungan hidup yang belrsih dan selhat 

dari pelncelmaran lingkungan dalam Pelraturan Daelrah Kabupateln Telgal 

Nolmolr 14 Tahun 2020 pada bab X Pasal 72 melnjellaskan telntang ruang 

telrbuka hijau yaitu kawasan dalam belntuk arela melmanjang/jalur dimana 

dalam pelnggunaannya belrsifat telrbuka, telmpat tumbuh tanaman baik yang 

tumbuh se lcara alami maupun yang selngaja di tanam delngan tujuan untuk 

melnjaga kelse lrasian dan kelse limbangan elkolsiste lm lingkungan daelrah. 

4. Pe llelstarian sumbelr daya alam, pelnjagaan lingkungan dari kelrusakan dan 

ke lse limbangan lingkungan 

Manusia yang ditelmpatkan di bumi selbagai telmpat tinggalnya belrhak 

untuk melmanfaatkan selgala apa yang ada di alam se lkitar delngan catatan 

tanpa melrusak lingkungan, atau mellakukan se lsuatu yang dapat melrubah 

e lkollolgi lingkungan atau melnurunkan tingkat kualitas atau poltelnsi 

lingkungan. Pelmanfaatan yang dilakukan manusia harus dibarelngi delngan 

upaya pellelstarian alam belrikut sumbelr daya yang telrdapat didalamnya, 

se llain untuk melnjaga poltelnsi daya dukung lingkungan untuk dirinya se lndiri, 

juga untuk olrang lain baik pada gelne lrasinya maupun untuk gelnelrasi 

se ltellahnya.105 Allah SWT belrfirman dalam surat al-A’raf ayat 56:106 

عًا ا و ادْع وْه  خ وْفًا وَّط م  اِنَّ ر حْْ ت  اِلله ق ريِْبٌ مِّن   ‘و لا ت  فْسِد وْا فِِ الْا رْضِ ب  عْد  اِصْلا حِه 
َالْم حْسِنِيْ     

Dan janganlah kamu belrbuat kelrusakan di muka bumi, selsudah 
(Allah) melmpelrbaikinya dan belrdolalah kelpada-Nya delngan rasa 

 
105 Yusuf Al-Qardawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam 

Shah…, hlm. 117-118. 
106 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul …, 

hlm. 157. 
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takut (tidak akan ditelrima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Se lsungguhnya rahmat Allah amat delkat kelpada olrang-olrang yang 

be lrbuat baik.  
 

Ayat di atas melnjellaskan bahwa Allah SWT mellarang manusia agar 

tidak melmbuat kelrusakan di muka bumi. Larangan melmbuat kelrusakan ini 

melncakup selmua bidang, salah satunya melrusak lingkungan. Bumi ini 

sudah diciptakan ollelh Allah delngan se lgala kellelngkkapannya, selpe lrti 

gunung, lelmbah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain yang selmuanya 

ditujukan untuk kelpe lrluan manusia, agar dapat diollah dan dimanfaatkan 

de lngan selbaik baiknya untuk kelse ljahtelraan melre lka. Ollelh karelna itu, 

manusia dilarang untuk melmbuat kelrusakan di muka bumi.  

Dalam pelraturan daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 Tahun 2020 

telntang pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup selpe lrti yang 

telrdapat dalam pelmbahasan fikih lingkungan, yaitu: 

Pasal 70 

(1) Se ltiap olrang yang melnghasilkan limbah B3 wajib mellakukan 

pe lngellollaan limbah B3 yang dihasilkannya. 
(2)  Dalam hal seltiap olrang tidak mampu mellakukan selndiri pelnge llollaan 

limbah B3, pelnge llollaannya diselrahkan kelpada pihak lain. 

(3)  Pelnge llolla limbah B3 wajib melmiliki izin dari Bupati atau peljabat 
yang ditunjuk 

(4) Pe lnge llollaan limbah B3 yang wajib dilelngkapi izin telrdiri atas 
ke lgiatan: 

a. Pe lngangkutan  

b. Pe lnyimpanan selmelntara 
c. Pe lngumpulan 

d. Pe lmanfaatan 
e. Pe lngollahan, dan 

f. Pe lnimbunan 
(5) Pe lnyimpanan selme lntara dan pelngumpulan limbah B3 selbagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib melndapat izin 

Bupati. 
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(6) Bupati wajib melncantumkan pelrsyaratan lingkungan hidup yang 

harus dipe lnuhi dan ke lwajiban yang harus dipatuhi pelnge llolla limbah 

B3 dalam izin. 
(7) Ke lputusan pelmbelrian izin wajib diumumkan mellalui meldia yang 

mudah dijangkau ollelh masyarakat. 
(8) Ke ltelntuan melnge lnai pelnge llollaan limbah B3 melngacu pada keltelntuan 

pe lraturan pelrundang-undangan 

 
Dari pasal ini kita melnge ltahui bahwa pellelstarian sumbelr daya alam, 

pe lnjagaan lingkungan dari kelrusakan dan ke lse limbangan lingkungan dalam 

pe llaksanaan Pe lraturan Daelrah Kabupateln Te lgal Nolmolr 14 Tahun 2020 

telntang pelrlindungan dan pelngellollaan lingkungan hidup, yaitu seltiap olrang 

yang melnghasilkan limbah B3 harus mellakukan pe lngellollaan limbah yang 

dilelngkapi delngan izin bupati. Delngan adanya pelnge llollaan limbah ini sama 

saja pelle lstarian sumbelr daya alam dan pelnjagaan lingkungan dari kelrusakan 

sudah belnar dilakukan. Dimana pelngellollaan limbah B3 melrupakan cara 

untuk melngurangi adanya pelnce lmaran lingkungan yang belrdampak buruk 

bagi makhluk hidup di selkitarnya.  

De lngan delmikian pelnulis melnyimpulkan bahwasanya delngan adanya 

ke lbijakan telrtulis Pe lraturan daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 Tahun 2020 

telntang Pe lrlindungan dan Pelnge llollaan Lingkungan Hidup, dalam hal ini 

telrmasuk ruang lingkup fikih lingkungan yang belrtujuan untuk 

ke lmaslahatan umat delngan melngandung prinsip-prinsip dalam 

pe lrlinndungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup belrupa pelmelliharaan jiwa 

raga dan kelholrmatan (ḥifẓ al-nafs), pelnanaman dan pelnghijauan lahan, 

melmakmurkan lingkungan hidup, melnjaga kelbe lrsihan dan kelse lhatan, 
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pe llelstarian sumbelr daya alam, pelnjagaan lingkungan dari kelrusakan dan 

pe lnjagaan kelse limbangan lingkungan.  

Tujuan dari kelmaslahatan umat dalam fikih lingkungan selsuai de lngan 

yang telrcantum pada pelraturan daelrah, yaitu untuk mellindungi dan melnjaga 

masyarakat dari pelnce lmaran dan/atau kelrusakan lingkungan hidup. Adanya 

pe lraturan daelrah melnge lnai pelrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup 

se lbagai cara bagi pelngellolla industri lolgam dan masyarakat, dimana adanya 

pe ldolman ini diharapkan telrciptanya keltelrtiban delngan ke lgiatan melmbuang 

limbah di telmpat atau arela yang sudah dilarang. Guna telrciptanya 

ke lbelrhasilan suatu kelbijakan yang diteltapkan maka sangat dibutuhkan 

ke lrjasama dan juga kolmitmeln yang ditelrapkan baik dari pelme lrintah daelrah 

dan masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Be lrsumbelr pada pelmbahasan yang tellah pelnulis telliti sellanjutnya dapat 

diambil kelsimpulan melnge lnai pelne llitian ini, yakni selbagai belrikut: 

1. Pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup melnjadi hal yang sangat 

pe lnting untuk melnjaga dan melme llihara fungsi kellelstarian lingkungan 

hidup dari pelncelmaran dan/atau kelrusakan lingkungan. Belrdasarkan 

pe lnellitian yang tellah dilaksanakan olle lh pelnulis telrkait delngan praktik dari 

implelmelntasi Pelraturan Daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 Tahun 2020 

di De lsa Pe lsare lan Ke lcamatan Adiwelrna Kabupateln Te lgal bahwa sudah 

dilaksanakan. Belntuk implelme lntasinya selpelrti solsialisasi, pelngellollaan 

limbah B3 dan pelmulihan lahan dumpsitel yang melrupakan bagian dari 

prolse ls implelme lntasi pelraturan daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 yang 

dilaksanakan ollelh dinas lingkungan hidup dan pelme lrintah kabupateln, 

teltapi dalam kolnse lp implelme lntasi yang selharusnya dapat telrciptanya 

lingkungan yang belrsih be llum selcara selmpurna telrcapai di Delsa Pe lsarelan. 

Dikatakan bellum selmpurna telrcapai karelna masih ada pelmulihan lahan 

yang bellum dilakukan selpe lnuhnya di arela dumpsitel.  

2. Be lrdasarkan pelrspe lktif fikih lingkungan dalam implelmelntasi pelraturan 

daelrah Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang pelrlindungan dan pelngellollaan 

lingkungan hidup selcara kelse lluruhan bellum selsuai dalam kolnse lp fikih 

lingkungan. Adapun prinsip-prinsip fikih lingkungan diantaranya 
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pe lmelliharaan jiwa raga dan kelholrmatan (ḥifẓ al-nafs), pelnanaman dan 

pe lnghijauan lahan, melmakmurkan lingkungan hidup, melnjaga kelbelrsihan 

dan kelse lhatan, pellelstarian sumbelr daya alam, pelnjagaan lingkungan dari 

ke lrusakan dan pelnjagaan kelse limbangan lingkungan. Pasal 71 berupa 

setiap orang dilarang untuk melakukan dumping (membuang) limbah ke 

media lingkungan tanpa izin. Pasal 69 berupa setiap orang yang 

melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah pencemaran 

lingkungan jika terjadi maka terdapat sanksi administratif. Pasal 70 berupa 

setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan 

limbah B3 yang dihasilkannya dan pengelolaan tersebut wajib dilengkapi 

dengan izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan 

di Desa Pesarean tidak sesuai prosedur, namun dalam proses pemulihan 

lahan masih belum selesai dilakukan. Sehingga upaya penyelesaian 

penanganan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup belum maksimal 

dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fikih lingkungan dalam hal 

menjaga dan memakmurkan lingkungan hidup.  
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B. Saran 

1. Ke lpada pelmelrintah dalam prolse ls pellaksanaan pelrlu dilakukan belbe lrapa 

pe lmbaharuan selpe lrti meldia infolrmasi dan solsialisasi agar masyarakat bisa 

melnge ltahui, melmahami selrta me llaksanakan kelbe lradaan dan belrlakunya 

pe lraturan daelrah Kabupateln Telgal Nolmolr 14 Tahun 2020 telntang 

pe lrlindungan dan pelnge llollaan lingkungan hidup. Pelrlu dilakukannya 

pe lngawasan dan pelnge lndalian belrkala kelpada pelngellolla industri lolgam agar 

melngurus pe lrizinan selhingga pihak DLH Kabupateln Telgal dapat delngan 

mudah mellakukan pelngawasan jika ada pelnge llolla industri lolgam yang 

mellakukan kellalaian dapat dibelri sanksi.  

2. Ke lpada masyarakat dan pelmilik industri lolgam untuk melningkatkan 

ke lsadaran, kelpatuhan selrta ikut be lrpartisipasi dalam suatu kelbijakan yang 

dikelluarkan olle lh pelme lrintah daelrah melngelnai pelrlindungan dan 

pe lngellollaan lingkungan hidup selhingga telrciptanya lingkungan yang belrsih, 

se lhat dari pelncelmaran lingkungan yang belrdampak pada kelse lhatan satu 

sama lain. 
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Lampiran II 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal) 

A. Identitas Narasumber 

1. Narasumber 1 

Nama   : Taroyo, ST., MT 

Jabatan  : Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan    

Hidup Kabupaten Tegal 

2. Narasumber 2 

Nama   : Khaerudin, S.H., MM 

Jabatan  : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan 

Penataan Hukum Lingkungan  

3. Narasumber 3 

Nama   : Eko Supriyanto, S.IP., MM 

Jabatan  : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (PSLB3) 

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih 

Lingkungan 

1. Apa yang dijadikan dasar atau landasan dalam pembentukan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 



 

 
 

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup? kemudian bagaimana keterlibatan pihak-

pihak tersebut? 

3. Bagaimana penerapan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup hiingga saat ini, khususnya di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal? 

4. Apakah ada tugas khusus dinas lingkungan hidup dalam Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 

5. Adakah SOP (Standar Operating Procedures) yang berkaitan dengan 

kegiatan rutin dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 

14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup? 

6. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 kepada masyarakat 

di desa pesarean, kecamatan adiwerna, kabupaten tegal? 

7. Apa saja rencana kedepan dalam mengoptimalisasikan Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 



 

 
 

C. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2020 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 

Perspektif Fikih Lingkungan 

1. Kendala apa saja yang dialami selama proses Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup? 

2. Apakah kendala tersebut berpengaruh besar selama proses implementasi 

peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? 

kemudian bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Kepala Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal) 

A. Identitas Narasumber 

Nama   : Bapak Sujono 

Jabatan   : Kepala Desa Pesarean 

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih 

Lingkungan 

1. Bagaimana kronologis awal mengenai pencemaran limbah dari pengrajin 

industri logam di desa pesarean ini? 

2. Bagaimana menurut pendapat bapak mengenai terjadinya pencemaran 

limbah B3 di desa pesarean? 

3. Apakah bapak mendukung dengan adanya rencana pengelolaan limbah 

yang dilakukan oleh pemerintah kab.tegal? 



 

 
 

4. Mengenai pencemaran limbah B3 yang terjadi di desa pesarean ini, apakah 

berdampak pada warga sekitar? Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan? 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Pengelola Industri Logam Desa Pesarean) 

A. Identitas Narasumber 

1. Nama  : Bapak Kamali 

2. Nama  : Bapak Sepudin 

3. Nama  : Bapak Fachruri 

4. Nama  : Bapak H. Dimyati 

5. Nama  : Bapak Tarohi 

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih 

Lingkungan 

1. Apa nama usaha logam yg bapak/ibu kelola dan sejak kapan usaha ini 

berdiri? 

2. Apa saja yang dibuat dalam usaha logam ini? 

3. Bagaimana proses produksi logam ini sehingga bisa menjadi kerajinan 

logam? 

4. Apakah terdapat limbah dari porses produksi logam dan bagaimana 

pengelolaannya? 

5. Apakah ada hambatan dalam pengolahan limbah logam?  

6. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan daerah Kabupaten Tegal 

No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup? 



 

 
 

7. Apakah bapak/ibu mendukung adanya peraturan daerah Kabupaten Tegal 

No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup? Serta apakah adanya peraturan daerah ini memberi dampak positif 

bagi bapak/ibu? 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Masyarakat terdampak limbah B3 di Desa Pesarean) 

A. Identitas Narasumber 

1. Nama  : Mustakim  

2. Nama  : Bapak Fatihin 

3. Nama  : Bapak Suparman 

4. Nama  : Nuranah 

5. Nama  : Nur Jannah 

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih 

Lingkungan 

1. Apakah bapak/ibu merupakan penduduk asli Kabupaten Tegal? 

2. Bapak/ibu sekarang umur berapa? 

3. Bapak/ibu terkena sakit apa? 

4. Bapak/ibu terkena dampak limbah sejak kapan? 

5. Bisa diceritakan awal mula bapak/ibu terkena dampak limbah? 

6. Apakah ada upaya dari pemerintah setempat mengenai masyarakat yang 

terdampak limbah ini? Lalu apa saja upayanya? 

  



 

 
 

Lampiran III 

DOKUMENTASI PENELITIAN  

 

Limbah sisa peleburan logam yang menumpuk 

 

Proses Peleburan Logam  



 

 
 

 

Responden 1. Bapak Taroyo selaku seksi bidang penataan lingkungan, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal 

 

 

Responden 2. Bapak Khaerudin selaku kepala bidang pengendalian dan 

pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. 

 



 

 
 

 

Responden 3. Bapak Eko Supriyanto selaku kepala bidang pengelolaan sampah 

dan limbah B3 (PSLB3), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. 

 

 

Responden 5. Bapak Sujono selaku Kepala Desa di Desa Pesarean, Kecamatan 

Adiwerna, Kabupaten Tegal. 

 



 

 
 

 

Responden 6. Bapak Fatihin mengidap daksa (otot tangan lemas),  

Responden 7. Bapak Suparman mengidap lambat berfikir di Desa Pesarean. 

 

 

Responden 8. Ibu Nur Jannah mengidap down syndrome, 

Responden 9. Ibu Nur Annah mengidap down syndrome di Desa Pesarean. 



 

 
 

 

Responden 10. M. Mustakim mengidap down syndrome di Desa Pesarean. 

 

 

Responden 11. Bapak Kamali selaku pemilik usaha logam UD. Sabar Makmur  



 

 
 

 

Responden 12. Bapak Saepudin selaku pemilik usaha logam (Karya Saepudin) 

 

 

Responden 13. Bapak Fachruri selaku pemilik usaha logam 



 

 
 

 

Responden 14. Ibu Hj. Dimyati selaku pemilik usaha logam 

 

 

Responden 15. Istri Bapak Tarohi selaku pemilik usaha logam 



 

 
 

Lampiran IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran VI 

 

 



 

 
 

Lampiran VII 

 

 

 



 

 
 

Lampiran VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran IX 

 

 

 



 

 
 

Lampiran X 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  : Syifa Nurul Aeni 

2. NIM     : 1817303083 

3. Tempat/Tgl.Lahir  : Brebes, 18 Oktober 2000 

4. Alamat Rumah  : Ds. Benda, Kec. Sirampog, Kab. Brebes 

5. Nama Ayah   : Roni Bunyamin 

6. Nama Ibu   : Kurniati 

B. Riwayat Pendidikan  

1. SD/MI, tahun lulus   : MIT 01 Al Hikmah Benda, 2012 

2. SMP/MTS, tahun lulus  : SMP Al Hikmah Benda, 2015 

3. SMA/MA, tahun lulus  : MA Al Hikmah 02 Benda, 2018 

4. S1, tahun masuk   : UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto, 2018 

C. Pengalaman Organisasi 

1. UKM Karawitan  

2. HMI Komisariat Syariah UIN Saizu Purwokerto 

 

Purwokerto,05 Juli 2023  

 

Syifa Nurul Aeni 

NIM. 1817303083 


